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 ABSTRAK 
Memberi sedekah adalah perbuatan yang dianjurkan dalam Agama Islam. 
Jika dikaitkan dengan kondisi negara kita, yang mana kemiskinan masih menjadi 
masalah hampir di setiap daerah, maka sedekah termasuk salah satuhal yang 
sangat diharapkan bagi rakyat miskin khususnya bagi para pengemis yang banyak 
berkeliaran di jalan-jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Bandar Lampung 
memiliki segudang masalah yang dilatarbelakangi masalah ekonomi. Jumlah 
pengangguran terus meningkat dan  jumlah pengemis pun bertambah. Hal ini 
merupakan masalah yang dilematik bagi Bandar Lampung.Salah satu solusi untuk 
mengatasi masalah ini, ialah   dengan disahkannya Perda No. 3 Tahun 2010 
tentang Larangan memberi pengemis. 
Dalam hal ini,penulis akan mencoba memahami pelaksanaan perda No 3 
Tahun 2010 tentang larangan memberi pengemis dan pandangan hukum Islam 
tentang Larangan memberi pengemis yang dapatdijadikanrefrensi. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Pelaksanaan 
Perda No 3 Tahun 2010 di Kota Bandar Lampung? Bagaimanakah Pandangan 
hukum Islam tentang Larangan memberi pengemis di Kota Bandar Lampung? 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Islam tentang 
konsep memberi sedekah, fakir miskin dan pengemis, juga larangan memberi 
sedekah kepada pengemis dalam Perda Bandar Lampung No 3 Tahun 
2010.Metode penelitian dalam skripsi ini yaitu metode penelitian pustaka (library 
research) yaitu bentuk penelitian yang sumbernya diperoleh dari 
kepustakaan.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam  penelitian ini 
adalah metode dokumentasi,yaitu cara mengumpulkan data yang dilakukan  
dengan mempergunakan bahan-bahan tertulis mengenai hal-hal atau variabel yang 
berupa catatan, trankrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 
legger, agenda dan sebagainya. Hasil dari penelitian ini adalah memberi sedekah 
memiliki aturan yaitu etika sedekah yang baik dan ada orang yang berhak ataupun 
yang tidak berhak menerimanya .Islam juga mengemukakan adanya perbedaan 
pengemisdan fakir miskin yaitu orang miskin ialah orang yang tidak memiliki 
cukup uang untuk hidupnya tetapi tida kmeminta-minta seperti pengemis. 
Berdsarkan perda ini tidak secara totalitas melarang umat Islam 
bersedekah, hanya berlaku pada lokasi-lokasi tertentu saja.Yang mana, di lokasi-
lokasi ini  lah para pengemis professional menjalankan pekerjaannya. Menurut 
penulis, larangan ini tidak bertentangan dengan syari‟at Islam karena pengemis-
pengemis tersebut telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran 
Islam yaitu, pengemis tersebut tidak berusaha menjaga kehormatan diri mereka 
dengan meminta-minta yang sudah jelas diharamkan oleh Rasul.Banyak juga dari 
pengemis-pengemis tersebut yang tidak berhak menerima sedekah karena Islam 
juga telah menetapkan siapa-siapa saja yang berhak menerima sedekah.Islam 
sendiri tidak memungkiri adanya aturan baru jika aturan tersebut demi 
kemaslahatan umatnya.Islam juga tidak memungkir iadanya perubahan hukum 
seiring perubahan zaman. 
 
   
   
 MOTTO 
 
                    
                    
                     1    
 Artinya : (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan 
Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu 
menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-
minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak 
meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik 
yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah 
Maha Mengatahui. (Q.S. Al-Baqarah: 273) 
           
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1
 Dapartemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 57. 
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  BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Penegasan Judul 
 Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi skripsi ini terlebih 
dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung di 
dalamnya untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan interpretasi maupun 
pemahaman makna yang terkandung dalam judul proposal ini. Adapun 
judul skripsi ini adalah “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP  
PERDA NO. 3 TAHUN 2010  DI BANDAR LAMPUNG TENTANG 
LARANGAN MEMBERI SESUATU KEPADA PENGEMIS”, maka 
perlu dikemukakan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan 
kesalahpahaman bagi para pembaca pembaca sebagai berikut: 
Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagian dan 
penilaian bagian itu sendiri, serta hubungan antara bagian untuk 
memperoleh pengertian yang tepat dan memahami arti keseluruhan.
2
 
Hukum Islam adalah nama yang biasa di berikan kepada dasar-
dasar dan hukum-hukum yang di wahyukan oleh Allah kepada Nabi 
Muhammad yang diwajibkan kepada umat Islam untuk mematuhinya 
sebaik-baiknya, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan sesama  
                                                             
2
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua 
Balai Pustaka, Jakarta: 1997, h. 37 
 manusia.lainnya adalah syari‟ah atau lengkapnya syari‟ah Islamiyah yang 
dalam bahasa Indonesia lazim disebut syariah Islam.
3
 
Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 3 Tahun 2010 
merupakan Peraturan Daerah di Bandar Lampung yang  telah mengatur 
dengan tegas larangan memberi sumbangan kepada anak jalanan, 
gelandangan, dam pengemis. Dimana tercantum pemberian sanksi bagi 
pemberi uang kepada pengemis dan anak jalanan dapat didenda paling 
banyak Rp 1 juta atau ancaman kurungan selama 1 bulan. 
4
 
Larangan adalah  perintah (aturan) yg melarang suatu perbuatan: 
 pemerintah mengeluarkan  mengirim emas ke luar negeri
5
 
Memberi adalah menyerahkan (membagikan, menyampaikan) 
sesuatu. 
6
 
Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan 
meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan asalan untuk 
mengharap belas kasihan orang lain.
7
 
 
 
 
                                                             
3
Hasby Ash-Shidieqy, FalsafahHukum Islam (Jakarta :Bulan Bintang,1995), hlm 44. 
4
Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 3 Tahun 2010 Tentang Pemberian Kepada 
Pengemis.  
5
Wjs. Poerwadarminta,KamusUmumBahasa Indonesia, PN BalaiPustaka, 1976 hlm:254 
6
Ibid,hlm:298 
7
Miftachul Huda, PekerjaanSosialdanKesejahteraanSosial, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2009) 
hlm. 29 
 Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpukan bahwa 
maksud dari Skripsi ini adalah larangan dalam memberi sesuatu kepada 
pengemis di tempat umum untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain 
dalam pandangan hukum Islam di Kota Bandar Lampung. 
 
B. Alasan Memilih Judul 
Alasan memilih judul Skripsi ini “Analisis Hukum Islam Terhadap 
Perda Nomor 3 Tahun 2010 di Bandar Lampung Tentang Larangan 
Memberi Sesuatu Kepada Pengemis. 
1. Alasan Objektif, banyak sekali pengemis yang kita jumpai di Kota 
Bandar Lampung khususnya di pusat keramaian seperti lampu 
merah,dan pasar. Tidak sedikit dari para pengemis pun yang 
membuat mereka malas mencari pekerjaan lainnya dikarenakan 
mengemis merupakan pekerjaan yang mudah. Pengemis yang 
berkeliaran di lampu merah dan pasar tersebut  masih mempunyai 
fisik yang sehat untuk mencari pekerjaan selain mengemis, tetapi ada 
pula pengemis di sana yang mengemis dengan berbagai modus untuk 
mendapatkan belas kasihan, padahal orang tersebut masih bisa  
bekerja jika dilihat dari fisiknya, dalam hal ini perihal tentang 
pengemis yang selalu ada sepanjang zaman dan dijadikan sebagai 
profesi perlu dikaji dalam hukum Islam; 
 2. Alasan Subjektif, ditinjau dari aspek bahasan, judul Skripsi ini 
sesuai dengan disiplin ilmu yang di pelajari di bidang Muamalah 
fakultas Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung. 
C. Latar Belakang Masalah 
Berbagai aspek kehidupan manusia diatur secara lengkap di 
dalamnya. Termasuk hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial. Dan 
sebagai makhluk sosial, manusia pasti membutuhkan pertolongan. Seperti 
disebutkan di dalam Al-Qur‟an.8 
 ٌِإَو ََۖيِه ا ًَّ ِِعَُف ِت ََٰلَد َّصنٱ ْاوُدُۡبت ٌِإ ِّيَظ ٍ ِّي ىُكَُع ُسِّفَُكيَو ۡۚۡىُكَّن ٞسۡيَخ َُىَهف َءٓاََسُمفۡنٱ اَهُىتُۡؤتَو َاهُىفُۡختَ ُ ََّّٱَو  ۡىُِكتا
 ٞسِيبَخ ٌَ ُىه ًَ َۡعت ا ًَ ِب١٧٢ 
Jika kamu menampakkan sedekah (mu), maka itu adalah baik sekali. Dan 
jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang 
fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan 
menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; Dan Allah 
mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
Sebagai salah satu wujud perbuatan dari sikap tolong menolong dalam 
kebaikan adalah berbuat sedekah. Sedekah sangat dianjurkan di dalam 
Agama Islam. Bahkan anjuran sedekah di dalam Al-Qur‟an dikemas dalam 
ungkapan yang sangat menarik hati dan memotivasi kita untuk 
melakukannya. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, yaitu 
sebuah negara dengan rata-rata pendapatan yang rendah, infrastruktur yang 
                                                             
8
 Q.S Al- Baqarah (2) : 271 
 relatif terbelakang dan indeks perkembangan manusia yang kurang 
dibandingkan dengan norma global.
9
 
Dampak krisis yang diperberat oleh terjadinya berbagai bencana 
yang telah menyebabkan banyak orang mengalami keterpurukan ekonomi, 
tidak sedikit usaha yang dijalankan berakhir dengan pemutusan hubungan 
kerja dan juga berakibat pada melambungnya harga barang kebutuhan 
sehingga banyak para orang tua yang tidak dapat memenuhi kebutuhan 
pangan. Dampak dari pemutusan hubungan kerja tersebut tidak saja 
menimbulkan pengangguran, bahkan merupakan ancaman meningkatnya 
kejahatan.
10
 
Di Bandar Lampung, krisis ekonomi lebih dari sekedar ketidak 
seimbangan dalam fundamental perekonomian. Setidaknya, krisis ekonomi 
itu mengungkapkan kelemahan mendasar negara Indonesia. Masyarakat 
modern yang serba kompleks yaitu sebagai konsekuensi dari perkembangan 
zaman yang dipengaruhi oleh teknologi mekanisasi, industrialisasi, dan 
urbanisasi yang ternyata membawa dampak yang bersifat kausalitas dalam 
perkembangan di berbagai sektor kehidupan masyarakat, baik dari sektor 
ekonomi, sosial, politik, bahkan mempengaruhi tatanan nilai budaya sustu 
bangsa. Secara material, arus perkembangan dan pertumbuhan tersebut 
                                                             
9
http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=23&notab=3 
(diakses 27 Oktober 2017). 
10
Yusuf Qardhawi, Shadaqah Cara Islam Mengentaskan kemiskinan, (Bandung: Romaja 
Rosdakarya,2010) hlm. 78 
 berjalan dengan tanpa rintangan dan bahkan menjadi kebanggaan suatu 
bangsa. 
Di satu sisi, memang perubahan-perubahan tersebut telah membawa 
dampak kemajuan bagi kehidupan masyarakat suatu bangsa, namun di sisi 
lain dari perubahan tersebut ternyata membawa dampak terjadinya 
kesenjangan yang signifikan. Di satu pihak, memang telah berdiri tegak 
bangunan-bangunan mewah yang membanggakan yang menjadi pusat 
perhatian, tetapi tidak jauh dari area tersebut ternyata tumbuh 
perkampungan kumuh yang memprihatinkan dengan kompleksitas 
permasalahan yang di dalamnya perlu segera mendapatkan perhatian 
khusus, yang sungguh hal ini adalah induk permasalahan yang dapat 
menghadirkan permasalahan baru yang masuk dan menyebar ke dalam 
tatanan kehidupan masyarakat suatu bangsa, yang hal itu pada akhirnya 
akan menjadi sebuah problem sosial yang tumbuh dan berkembang dalam 
masyarakat secara kompleks. 
Di daerah-daerah atau di desa-desa yang notabene belum tersentuh 
pembangunan ekonomi, lapangan pekerjaan sangat terbatas. Demi untuk 
menghidupi diri dan keluarga, masyarakat desa berbondong-bondong 
mencari lapangan pekerjaan di kota. Akan tetapi, kehidupan di kota pun 
tidak jauh berbeda dengan di desa. Mereka tetap kesulitan mendapatkan 
pekerjaan karena sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Akibatnya 
 angka pengangguran semakin meningkat, khususnya di kota  Bandar 
Lampung. 
Para sosiolog memandang masalah sosial sebagai situasi tertentu 
yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut sebagian besar orang. 
Sedangkan para pekerja sosial sering mendefinisikan masalh sosial sebagai 
terganggunya keberfungsian sosial individu, kelompok atau komunitas 
sehingga mempengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan, 
merealisasikan nilai-nilai yang dianutnya, serta menjalankan perannya di 
masyarakat. 
11
 
Salah satu masalah sosial yang paling dikenal oleh banyak orang 
yaitu kemiskinan. Banyak yang mengatakan bahwa kemiskinan adalah akar 
dari masalah sosial lainnya, contoh: ketergantungan alcohol, pengangguran, 
diskriminasi, masalah kesehatan. Masalah masalah tersebut dapat terjadi 
bermlai dari faktor kemiskinan taua kondisi perekonomian yang melemah, 
namun sebaliknya, masalah-masalah tersebut dapat jugga menjadi penyebab 
adanya kemiskinan. 
12
 
Jumlah orang miskin di Indonesia hingga pada tahun September 
tahun 2016 yakni sekitar 27.746.32 jiwa. 
13
 meski kadang tumpang tindih 
namun akan lebih kelam lagi jika didalamnya dimasukan para Pemerlu 
Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) atau yang telah diberi label oleh 
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 Departemen Sosial (Dsos) sebagai penyandang masalah sejahteraan sosial 
(PMKS) yang didalamnya berbasis jutaan gelandangan dan pengemis, 
wanita tuna sosila, orang dengan kecacatan, orang dengan HIV/AIDS 
(ODHA), komunitas ada terpencil (KAT), anak jalanan, pekerja anak, 
jompo terlantar, dan sebagainnya. 
14
 Penyandang masalah kesejahteraan 
sosial adalah seorang keluarga atau masyarakat yang mengalami hambatan, 
kesulitan, atau gangguan, tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya dan 
karena tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dengan kreatif dengan 
lingkungannya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya 
(Jasmani,Rohani, dan Sosialnya secara memadai dan wajar).
15
  
Berbagai permasalahan kesejahteraan sosial merupakan salah satu 
factor yang memicu kehadiran gelandangan dan pengemis (Gepeng) di 
Indonesia yang tidak bisa lepas dari melemahnya kekuatan ekenomi untuk 
menolong tumbuhnya lapangan pekerjaan yang baru sekaligus mampu 
menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak.
16
 Sebagai gejala sosial, 
masalah gelandangan sudah lama hadir ditengah-tengah kita.
17
 Di daerah 
perkotaan misalnya, keberadaan gelandangan dan pengemis kian menjamur 
dan tidak dapat dihindari keberadaannya ditengah kehidupan masyarakat. 
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 Faktor yang paling berpengaruh terhadap masalah ini yaitu factor 
kemiskinan yang kiaan merajalela. Kemiskinan yang terjadi di Indonesia 
memiliki hubungan erat dengan semakin derasnya urus urbanisasi 
masyarakat pedesaan menuju perkotaan.
18
 Sehingga mengemis pada 
umumnya menjadi salah satu dampak negatif dari pembangunan daerah 
perkotaan, bahwa pembangunan di perkotaan berbanding terbalik dengan 
keterlambatan pembangunan di wilayah pedesaan, sehingga masyarakat 
desa memandang bahwa hidup akan lebih terjamin jika mampu mengais 
rezeki di perkotaan.
19
 
Konsekuensi menjadi pusat pemerintah, pembangunan kantor-
kantor, tempat perbelanjaan, dan sarana hiburan menjadi suatu keniscayaan, 
tak pelak faktor ini menjadi pendorong kaum urban untuk mengadu nasib. 
Bagi masyarakat miskin tanpa keterampilan dan tidak mendapatkan 
pekerjaan di kota, maka solusi terbaik bagi mereka untuk mendapatkan 
uang adalah dengan cara memohon belas kasihan orang atau meminta minta 
atau mengemis. Hal ini menimbulkan permasalahan baru bagi pemerintah, 
khususnya pemerintah provinsi. 3 Tingkat kemiskinan yang parah inilah 
yang kemudian memicu setiap orang untuk melakukan segala cara agar 
tetap hidup. Kondisi tersebut kemudian “memaksa” anak untuk terlibat dan 
ikut serta berusaha keluar dari tingkat kesulitan hidup. Maka tidak jarang 
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 lampu merah, perempatan jalan, terminal, pasar, dan tempat keramaian 
lainnya adalah tempat yang dirasa mudah untuk menghasilkan uang, hanya 
dengan menengadahkan tangan atau dengan sedikit menggunakan peralatan 
sederhana dan nyanyian-nyanyian khas pun dilantunkan, sekedar 
mengharapkan imbalan uang recehan logam walaupun tidak jarang 
nyanyian mereka dihargai dengan gratis atau hanya mendapat ucapan 
terima kasih. Definisi pengemis menurut Perataturan Daerah di Bandar 
Lampung No 3 Tahun 2010. 
20
 
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 
Tahun 2010, tentang penertiban Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan 
menimbang: 
1. Bahwa dalam rangka menjunjung tinggi Nilai- nilai Keadilan, 
ketertiban dan kemanfaatan sesuai pancasila dan Undang–Undang 
Dasar 1945, maka dipandang perlu melakukan pembinaan terhadap 
Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis agar mereka dapat 
menjadi warga Kota Bandar Lampung yang bermartabat; 
2. Bahwa mengingat keberadaan Anak Jalanan, Gelandangan dan 
Pengemis merupakan Fenomena Sosial yang keberadaannya 
membahayakan diri sendiri dan/atau orang lain serta Ketertiban 
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 Umum serta memungkinkan mereka menjadi sasaran Eksploitasi dan 
tindak kekerasan; 
3. Bahwa Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis merupakan warga 
yang memiliki Hak dan Kewajiban yang sama serta perhatian yang 
sama sehingga perlu dilakukan penanggulangan secara 
Komprehensif, Terpadu, Terarah dan Berkeseimbangan dengan 
melibatkan berbagai unsur baik 6 Pemerintah maupun Non 
Pemerintah agar mendapatkan penghidupan dan kehidupan yang 
layak. Dinas Sosial saat ini sedang berupaya mengurangi 
pertumbuhan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis dengan cara 
menerapkan Peraturan Daerah (Perda) tersebut. Dinas Sosial Kota 
Bandar Lampung sering melakukan razia bagi para Anak Jalanan, 
Pengemis dan Gelandangan tersebut dan mereka diberikan 
pembinaan di Panti dan yang masih memiliki keluarga mereka 
dikembalikan lagi kekeluarganya. Akan tetapi kenyataan dilapangan 
masih ada Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis dipinggiran 
Kota Bandar Lampung, khususnya diperempatan Lampu merah 
dijalan protokol yang banyak dilalui oleh para pengguna jalan. 
Namun dalam pelaksanaannya Dinas Sosial Kota Bandar Lampung 
 belum cukup optimal dalam kinerja penertiban Anak Jalanan, 
Pengemis dan Gelandangan di Kota Bandar Lampung.
21
 
D. Rumusan Masalah 
Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, maka diberikan rumusan 
masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana Pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2010 di Kota Bandar 
Lampung? 
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang larangan memberi 
pengemis  di Kota Bandar Lampung? 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penulis untuk mengadakan penelitian ini adalah: 
a. Dari Segi Kegunaan Teoritis 
Hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan teori, konsep, 
pelaksanaan Tugas pokok, fungsi dan Tujuan Dinas Sosial dalam 
penerbitan Pengemis berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA)  
Nomor 3 Tahun 2010 di Kota Bandar Lampung. Kegunaan penulisan 
untuk pelengkap secara objektif dengan menggunakan ilmu 
pengetahuan yang ada dalam penertiban Pengemis di Kota Bandar 
Lampung berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku; 
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 b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat 
Dinas Sosial dalam penertiban Pengemis. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Hasil penelitian diharapkan mampu menjadi tambahan dan media 
pembanding dalam keilmuan di bidang Muamalah, khususnya 
berkaitan dengan perkembangan pemikiran Islam dalam penertiban 
pengemis berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 
2010 di Kota Bandar Lampung; 
b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana dalam 
memperaktekan ilmu-ilmu pengetahuan yang telah didapatkan 
selama belajar di fakultas Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung. 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan ( 
library Reasearch)  yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan 
mengumpulkan bahan-bahan ke pustakaan, membaca buku-buku, literatur 
dan menelaah dari berbagai macam teori yang mempunyai hubungan 
dengan permasalahan yang diteliti.
22
 Dalam hal ini penulis membaca dan 
mengambil teori-teori dari buku yang berkaitan dengan masalah tersebut 
dan menyimpulkan hasil penelitian dari berbagai macam buku tersebut. 
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 2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan, 
menilai secara objektif data yang di kaji kemudian menganalisis data 
tersebut dalam Hukum Islam dan Undang-Undang.
12 
Deskriptif yang di 
maksud yaitu untuk mendapatkan saran-saran mengenai sesuatu yang di 
lakukan dalam mengatasi masalah tertentu. 
3. Data dan Sumber Data 
Data-data dalam penelitian ini termasuk data sekunder, yaitu data-
data yang bersumber dari sumber-sumber bacaan. Data sekunder ini terdiri 
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 
a. Bahan hukum primer 
Yaitu sumber utama yang dijadikan bahan rujukan dalam penelitian 
untuk menganalisa pokok permasalahan, bahan hukum primer 
penulis pergunakan adalah Al- Quran, Al- Hadist, berdasarkan 
Pertaturan Daerah; 
b. Bahan hukum Sekunder 
Yaitu antara lain mencakup dokumen- dokumen resmi, buku- buku, 
hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Bahan 
hukum sekunder penulis peroleh dari refrensi, buku- buku atau 
tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini; 
 
 
 c. Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier antara lain, yaitu Kamus Besar Bahasa 
Indonesia dan Enslikopedia. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam peneltian ini 
melalui dokumentasi dengan cara penelusuran dan peneltian kepustakaan 
yaitu, mencari data mengenai objek pnelitian dalam penelitian. 
23
 dalam 
penelitian ini didokumentasi dengan cara mengambil dokumen dari tempat 
peneltian berupa bahan tertulis yang berisi keterangan-keterangan yang ada 
kaitannya dengan penelitian ini. 
5. Pengolahan Data 
a. Pemeriksaan Data atau Editing, adalah memeriksa daftar 
peratanyaaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. 
Tujuannya yaitu untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang 
ada dalam daftar pertanyaan yang telah diselesaikan.
24
 
b. Sistematika  Data  ( Sistemizing ) bertujuan menempatkan data 
menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan 
masalah.
25
 Dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah 
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 diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori- kategori dan 
urutan masalah. 
6. Analisis Data 
Selanjutnya setelah data diperoleh dianalisa secara analisis kualitatif 
yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata- 
kata tertulis atau lisan dari orang orang atau perilaku yang diamati.
26
 
Kesimpulan akhir  mengunakan pendekatan metode deduktif yaitu, dengn 
cara menjelaskan dalil-dalil umum atau generalisasi- generalisasi atau teori- 
teori umum sebagai dasar untuk  mengalisa data-data yang bersifat umum 
kemudian ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Pengertian Infaq 
Kata Infaq berasal dari kata anfaqa-yunfiqu , artinya membelanjakan 
atau membiayai, arti infaq menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya 
realisasi perintah-perintah Allah. Dengan demikian Infaq hanya berkaitan 
dengaat atau hanya dalam bentuk materi saja, adapun hukumnya ada yang 
wajib (termasuk  zakat, nadzar),ada infaq sunnah, mubah bahkan ada yang 
haram.  
Dalam hal ini  infaq hanya berkaitan dengan materi. Menurut kamus 
bahasa Indonesia Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat 
dan non zakat.  Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti 
mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu 
kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.
27
 
Oleh karena itu Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal 
nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq tidak harus 
diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya 
orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang dalam 
perjalanan. 
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 Dengan demikian pengertian infaq adalah pengeluaran suka rela 
yang di lakukan seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya 
untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. 
setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya. 
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa infaq bisa diberikan 
kepada siapa saja artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. 
Sedangkan menurut islilah syari'at, infaq adalah mengeluarkan sebagian 
harta yang diperintahkan dalam islam untuk kepentingan umum dan juga 
bisa diberikan kepada sahabat terdekat, kedua orang tua, dan kerabat-
kerabat terdekat lainnya. 
Seperti yang telah kita ketahui bahwa infaq adalah mengeluarkan 
harta yang mencakup harta benda yang dimiliki dan bukan  zakat. Infaq ada 
yang wajib dan ada pula yang sunnah. Infaq wajib diantaranya zakat, 
kafarat, nadzar, dan lain-lain. Infaq sunnah diantara nya, infaq kepada fakir 
miskin sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dan lain 
lain. Terkait dengan infaq ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang 
diriwayatkan Bukhari dan Muslim ada malaikat yang senantiasa berdo‟a 
setiap pagi dan sore : “Ya Allah SWT berilah orang yang berinfaq, 
gantinya. Dan berkata yang lain, “Ya Allah jadikanlah orang yang 
menahan infaq, kehancuran.
28
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 Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa infaq berasal dari 
bahasa Arab, namun telah dibahasa Indonesiakan dan berarti; pemberian 
(sumbangan) harta dan sebagainya untuk kebaikan. Dalam bahasa Arab 
(infaq قَفاإ ). Akar kata yang berarti sesuatu yang habis. Dalam al-Munjid, 
dikatakan bahwa infaq boleh juga berarti dua lubang atau berpura-pura. 
Menurut KH. Abdul Matin,
29
 infaq mempunyai dua makna 
pokok,yakni : 
1. Terputusnya sesuatu atau hilangnya sesuatu; 
2. Tersembunyinya sesuatu atau samarnya sesuatu. Dua pengertian 
Infaq tersebut, makna yang relevan dengan pengertian infaq di sini, 
adalah makna yang pertama. 
Sedangkan pengertian infaq yang kedua lebih relevan dipergunakan 
untuk pengertian munafiq. seseorang yang menafkahkan hartanya secara 
lahiriyah, akan hilang hartanya di sisinya dan tidak ada lagi hubungan 
antara harta dengan pemiliknya. Adapun makna kedua adalah; seorang 
munafiq senantiasa menyembunyikan kekufurannya, dan atau tidak ingin 
menampakkan keingkarannya terhadap Islam. 
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kata “Infaq” 
digunakan tidak hanya menyangkut sesuatu yang wajib, tetapi mencakup 
segala macam pengeluaran / nafkah. Bahkan, kata itu digunakan untuk 
pengeluaran yang tidak ikhlas sekalipun. Firman Allah dalam QS al-
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 Baqarah (2) : 262 dan 265 serta QS al-Anfal (8) : 36 dan al-Taubah (9) : 54 
merupakan sebagian ayat yang dapat menjadi contoh keterangan di atas
30
 
Seperti yang telah kita ketahui bahwa kata “infaq” terambil dari kata 
berbahasa Arab infaq yang menurut penggunaan bahasa berarti “berlalu, 
hilang, tidak ada lagi” dengan berbagai sebab : kematian, kepunahan, 
penjualan dan sebagainya. Atas dasar ini, Al-Quran menggunakan kata 
infaq  dalam berbagai bentuknya – bukan hanya dalam harta benda, tetapi 
juga selainnya. Dari sini dapat dipahami mengapa ada ayat-ayat Al-Quran 
yang secara tegas menyebut kata “harta” setelah kata infaq. Misalnya QS 
al-Baqarah ayat 262. Selain itu ada juga ayat di mana Al-Quran tidak 
menggandengkan kata infaq  dengan “harta”, sehingga ia mencakup segala 
macam rezeki Allah yang diperoleh manusia. Misalnya antara lain QS al-
Ra‟d ayat 22 dan al-Furqan ayat 67. 
Dengan demikian, dapat peneliti pahami bahwa pengertian Infaq 
menurut etimologi adalah pemberian harta benda kepada orang lain yang 
akan habis atas hilang dan terputus dari pemilikan orang yang memberi. 
Dengan ungkapan lain, sesuatu yang beralih ke tangan orang lain atau akan 
menjadi milik orang lain.Secara terminologi, pengertian infaq memiliki 
beberapa batasan, sebagai berikut : Infaq adalah mengeluarkan sebagian 
dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang 
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 diperintahkan ajaran islam. Infaq berarti mengeluarkan sebagian harta untuk 
kepentingan ke manusiaan sesuai dengan ajaran Islam. 
Kata infaq adalah kata serapan dari bahasa Arab: al-infâq. Kata al-
infâq adalah mashdar (gerund) dari kata anfaqa–yunfiqu–infâq[an]. Kata 
anfaqa sendiri merupakan kata bentukan; asalnya nafaqa–yanfuqu–
nafâq[an] yang artinya: nafada (habis), faniya (hilang/lenyap), berkurang, 
qalla (sedikit), qalla (sedikit), dzahaba (pergi), kharaja (keluar). Karena itu, 
kata al-infâq secara bahasa bisa infâd (menghabiskan), ifnâ‟ 
(pelenyapan/pemunahan), taqlîl (pengurangan), idzhâb (menyingkirkan) 
atau ikhrâj (pengeluaran). 
31
 
B. Dasar Hukum Infaq 
1. Al-Qur’an Tentang Infaq 
Syariah telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfaq atau 
membelanjakan harta. Allah dalam banyak ayat dan Rasul SAW. dalam 
banyak hadis telah memerintahkan kita agar menginfaqkan 
(membelanjakan) harta yang kita miliki. Allah juga memerintahkan agar  
seseorang membelanjakan harta untuk dirinya sendiri (QS at-Taghabun: 16) 
serta untuk menafkahi istri dan keluarga menurut kemampuannya (QS ath-
Thalaq: 7) yang kita miliki. Allah juga memerintahkan agar seseorang 
membelanjakan harta untuk dirinya sendiri (QS at-Taghabun: 16) serta 
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 untuk menafkahi istri dan keluarga menurut kemampuannya (QS ath-
Thalaq: 7). Dalam membelanjakan harta itu hendaklah yang dibelanjakan 
adalah harta yang baik, bukan yang buruk, khususnya dalam menunaikan 
infaq (QS al-Baqarah [2]: 267).
32
 
Kemudian Allah menjelaskan bagaimana tata cara membelanjakan 
harta. Allah Swt. berfirman tentang karakter ‟Ibâdurrahmân: yang artinya 
“Orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak isrâf 
(berlebihan) dan tidak  (pula) iqtâr (kikir); adalah (pembelanjaan itu) di 
tengah-tengah antara demikian.” (QS al-Furqan [25]: 67). Selain itu Allah 
Swt. juga berfirman: “Berikanlah kepada keluarga-keluarga dekat haknya, 
juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan 
janganlah kalian menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (QS 
al-Isra‟ [17]: 26)33 
Ibn Abbas, Mujahid, Qatadah, Ibn al-Juraij dan kebanyakan mufassir 
menafsirkan isrâf (berlebihan) sebagi tindakan membelanjakan harta di 
dalam kemaksiatan meski hanya sedikit. Isrâf itu disamakan dengan tabdzîr 
(boros). Menurut Ibn Abbas, Ibn Mas„ud dan jumhur mafassirin, tabdzîr 
adalah menginfaqkan harta tidak pada tempatnya. Ibn al-Jauzi dalam Zâd 
al-Masîr mengatakan, Mujahid berkata, “Andai seseorang menginfaqkan 
seluruh hartanya di dalam kebenaran, ia tidak berlaku tabdzîr. Sebaliknya, 
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 andai ia menginfaqkan satu mud (25 ribu atau bisa lebih) saja di luar 
kebenaran, maka ia telah berlaku tabdzîr.” 34 
Dengan demikian menginfaqkan untuk pembangunan masjid dalam 
pembangunannya mekanismenya tidak diperbolehkan bervoya-foya.harta di 
luar ketaatan kepada Allah maka itu adalah isrâf; siapa yang menahan dari 
infaq di dalam ketaatan kepada Allah maka itu adalah iqtâr (kikir); dan 
siapa saja yang membelanjakan harta di dalam ketaatan kepada Allah maka 
itulah infaq yang al-qawâm.”35 Jadi, yang dilarang adalah isrâf dan tabdzîr, 
yaitu infaq dalam kemaksiatan atau infaq yang haram. Infaq yang 
diperintahkan adalah infaq yang qawâm, yaitu infaq pada tempatnya; infaq 
yang sesuai dengan ketentuan syariah dalam rangka ketaatan kepada Allah; 
alias infaq yang halal. 
36
 
Infaq yang demikian terdiri dari infaq wajib, infaq sunnah dan infaq 
mubah. Infaq wajib dapat dibagi tiga :  salah satunya adalah yang pertama, 
infaq atas diri sendiri, keluarga dan orang-orang yang nafkahnya menjadi 
tanggungan. Kedua, zakat.
37
 Ketiga, infaq di dalam jihad. Infaq sunnah 
merupakan infaq dalam rangka hubungan kekerabatan, membantu teman, 
memberi makan orang yang lapar, dan semua bentuk sedekah lainnya. 
Sedekah adalah semua bentuk infaq dalam rangka atau dengan niat ber-
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 taqarrub kepada Allah, yakni semata-mata mengharap pahala dari Allah 
Swt. Adapun infaq mubah adalah semua infaq halal yang di dalamnya tidak 
terdapat maksud mendekatkan diri kepada Allah.
38
 
Adapun dasar hukum infaq telah banyak dijelasakan baik dalam Al-
Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi:39 
 ُط ُ  صَۡبيَو ُِطبَۡمي ُ ََّّٱَو 
ۡۚ
ٗةَسِيثَك اٗفاَعۡظَأ ٓۥَُهن ۥَُهفِع ََُٰعَيف ا ُٗ َعَح اًظَۡسل َ ََّّٱ ُضِسُۡمي يِرَّنٱ اَذ ٍَّي ٌَ ىُعَجُۡست ِهَۡيِنإَو
١٤٥ 
“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik 
(menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat 
gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan 
Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu 
dikembalikan” 
Kemudian dalam ayat lain juga di sebutkan tentang dasar hukum 
infaq yang artinya sebagai berikut: 
  بُِحي ُ ََّّٱَو  ِضاَُّنٱ ٍِ َع ٍَ ِيفاَعۡنٱَو َظۡيَغۡنٱ ٍَ ي ًِ ِظ
ََٰكۡنٱَو ِءٓا َّس َّعنٱَو ِءٓا َّسَّعنٱ ِيف ٌَ ُىِمفُُي ٍَ يِرَّنٱ  ٍَ ِيُِعۡح ًُ ۡنٱ٢٣٤  
“(Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang 
maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan 
mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat 
kebajikan”40 
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 Berdasarkan firman Allah di atas bahwa Infaq tidak mengenal nishab 
seperti zakat. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang 
berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun 
sempit. Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf) maka 
infaq boleh diberikan kepada siapapun juga, misalkan untuk kedua orang 
tua, anak yatim, anak asuh dan sebagainya. Dalam Al Quran dijelaskan 
sebagai berikut : 
 َۡعيَ ِك ََٰع ًَ ۡنٱَو َٰ ًَ
َََٰميۡنٱَو ٍَ ِيبَسَۡلۡأَٱَو ٍِ ۡيَِدن ََٰىِۡهَهف فسۡيَخ ٍۡ ِّي ُىمَۡمفََأ ٓاَي ُۡمل 
ٌََۖ ُىِمفُُي اَذاَي  ََ ُىه  ِمِيب َّعنٱ ٍِ ۡبٱَو ٍِ ي  اَيَو
 ٞىِيهَع ِۦِهب َ ََّّٱ ٌَّ ِ َئف فسۡيَخ ٍۡ ِي ْاُىهَعَۡفت١٢٥  
“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa 
saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, 
kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang 
sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka 
Sesungguhnya A llah Maha mengetahuinya” (QS. Al Baqarah 215). 
 
2. Hadist Tentang Infaq 
  ٍفغِظ َِتئاِي ِِعبَِعب َُهن َْتِبمُك الله ِمِْيبَظ ِيف َّتَمَف  ََكفَْ
ّأ ٍْ َي 
 
Artinya : Barang siapa menafkahkan hartanya di jalan Allah akan dilipat 
gandakan pahalanya baginya sebanyak 700 lipatan. ( HR Tirimidzi). 
 
 
 3. Undang-Undang Tentang Infaq 
Menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian 
dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang 
diperintahkan oleh ajaran Islam. Makna yang disebutkan terakhir itu, berarti 
sumbangan harta untuk kebaikan, selain zakat. Pendapat lain mengatakan 
bahwa infaq adalah membelanjakan harta. Sejalan dengan itu, penjelasan 
Pasal 13 Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, 
zakat adalah harta yang wajib disishkan oleh seorang Muslim atau badan 
yang dimiliki oleh orang muslim sesuai oleh ketentuan agama untuk 
diberikan kepada orang yang berhak menerimanya bahwa infak adalah harta 
yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat, untuk 
kemaslahatan umum.
41
 
C. Macam-Macam Infaq 
Infaq secara hukum terbagi menjadi dua macam antara lain sebagai 
berikut: 
42
 
1. Infaq Wajib 
Aplikasi dari Infaq Wajib yaitu Mengeluarkan harta untuk perkara 
wajib seperti : 
a. Membayar mahar (maskawin); 
b. Menafkahi istri; 
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 c. Menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah. 
2. Infaq Sunnah 
Yaitu mengeluarkan harta dengan niat sadaqah. Infaq tipe ini  yaitu 
ada 2 (dua) macam  Sebagai berikut : 
a. Infaq untuk jihad; 
b. Infaq kepada yang membutuhkan. 
D. Konsep Dasar Sedekah 
1. Pengertian Sedekah 
Secara etimologi sedekah berasal dari bahasa arab yang diambil 
(mustaqya) dari kata (benar). Karena sedekah menjadi tanda atau dalil atas 
kebenaran yang mengeluarkan sedekah atas keimanan nya secara syariah, 
sedekah berarti beribadah kepada Allah dengan cara menafkahkan (infaq) 
sebagian harta yang di luar kewajiban syariah. Kata sedekah dalam bahsa 
terkadang bermakna wajib.
43
 
Secara etimologi sedekah berasal dari bahasa Arab ash-Shadâqah, 
yang berarti, suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada 
orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan 
jumlah tertentu. Juga berarti pemberian yang diberikan oleh seseorang 
msebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata. 
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 Sedekah dalam pengertian di atas oleh para fuqaha (ahli fikih) disebut 
sadaqah at tawawu (sedekah secara spontan dan sukarela). 
44
 
Para ahli fiqih sepakat bahwa hukum sedekah pada dasarnya adalah 
sunnah, berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. 
Namun adakalanya hukum sedekah berubah menjadi haram, apabila harta 
yang disedekahkan tersebut digunakan untuk kemaksiatan, dan adakalanya 
berubah menjadi wajib, apabila seseorang bernadzar untuk bersedekah 
apabila hajatnya terpenuhi, maka sedekah wajib dilaksanakan. 
Pengertian sedekah menurut bahasa berarti benar, sedangkan 
menurut istilah,sedekah yaitu, pemberian dari seorang muslim secara 
sukarela, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu atau suatu 
pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai kebajikan yang 
mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata. 
45
 Selain itu sedekah juga 
berarti mendermakan sesuatu kepada orang lain. Shadaqoh berasal dari kata 
shadaqah  yang berarti benar,maksudnya shadaqah merupakan wujud dari 
ketaqwaan sesorang, bahwa orang yang bersedaqah adalah orag yang 
membenarkan pengakuan sebagai orang yang bertaqwa melalyi amal 
perbuatan positif kepada sesamannya baik berupa amal atau yang lainnya. 
Antara infaq atau shadaqoh terdapat perbedaan makna yang terletak 
pada bendanya. Kalau infaq berkaitan dengan amal yang material, 
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 sedangkan shadaqoh berkitan dengan amal baik yang wujudnya material 
maupun non-material , serpeti dalam bentuk pemberian benda, uang, tenaga 
atau jasa, menahan diri tidak berbuat kejahatan, mengucap takbir, tahmid 
bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain dengan 
ikhlas.
46
 
Yang dimaksud dengan shadaqah (sedekah), pada prinsipnya sama 
dengan infaq,  hanya saya ia memiliki pengerian yang lebih luas. Shadaqah 
(sedekah) dapat berupa bacaan tahmid, takbir, tahlil, istigfar, maupun 
bacaan-bacaan kalimah thayyibah lainnya.Demikian juga shadaqah dapat 
berupa pemberian benda atau uang, bantuan tenaga atau jasa, serta menahan 
diri untuk tidak berbuat kejahatan. Hal lain yang membedaakan keduannya 
adalah bahwa infah dikelurkan pada saat sesorang menerima rezeki, 
sedangkan shadaah lebih luas dan lebih umm lagi. Tidak ditentukan 
jenisnya, jumlahnya, waktu penyerahan, serta peruntukkannya.
47
 
 
2. Dasar Hukum Sedekah 
a. Al-Qur‟an Tentang Sedekah 
Sedekah ini memiliki kemampuan yang sangat dahsyat dibandingkan 
dengan amalan infak maupun zakat, yaitu terlihat di dalam Alquran :
48
 
 ًُ ۡنٱ  بُِحي َ ََّّٱ ٌَّ ِإ 
ۡۚ
ْآُىُِعَۡحأَو ِتَُكهۡهَّمنٱ  َِنإ ۡىُكيِدَۡيِأب ْاُىمُۡهت َلََو ِ ََّّٱ ِمِيبَظ ِيف ْاُىِمفََأَو ٍَ ِيُِعۡح 
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QS Al-Baqarah : 195 
 “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu 
menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, 
karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.) 
QS Al-Baqarah : 195( 
 َّهُخ َلََو ِهِيف ٞعَۡيب َّلَ ٞوَۡىي َِيتَۡأي ٌَأ ِمَۡبل ٍ ِّي ىُك ََُٰۡلَشَز ا ًَّ ِي ْاُىِمفََأ ْآُىَُياَء ٍَ يِرَّنٱ َاه َيٓأ ََٰي َلََو ٞت ُُىه ٌَ وُِسف ََٰكۡنٱَو 
 ٞتَع ََٰفَش
 ٌَ ى ًُ ِه
ََّٰظنٱ١٥٤  
“Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian 
dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang 
pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi  dan orang-orang 
kafir Itulah orang-orang yang zalim” (QS. Al-Baqarah : 254). 
 ٌَ ُىِمفُُي ُۡىه ََُٰۡلَشَز ا ًَّ ِيَو َة ََٰىه َّصنٱ ٌَ ى ًُ ِيُمي ٍَ يِرَّنٱ٣ 
“(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan 
sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka” (QS. Al-Anfaal : 
3). 
 
 
b. Hadist Tentang Sedekah 
  
 ٌْ اَيَش ْىُكَْيهَع  ِتَأيََصف ,اَْىل َدََصت : ْىَّهَظَو ِهْيَهَع الله  َّهَص ِالله ُلْىُظَز :لَال ,ِبْهَو ٍْ ِب َْتثِزاَح ٍْ َع   ِْع ًْ َي
 هجسخأ( َاَهَهبَْمي ٍْ َي ًدِِجت َلَ ِِهمَلَدْصب ُمُج َّسنا)يَاسبطنا٤9 
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 Artinya : dari khosiroh bin wahbi, rasulullah bersabda : bersedekahlah 
kamu, maka nanti akan datang suatu zaman yang akan kamu jumpai yaitu: 
seorang laki-laki sedang berjalan membawa sedekahnya, tetapi dia tidak 
mendapati orang yang akan menerima sedekah. (HR. Tabrani). 
 
c. Undang-Undang Tentang Sedekah 
Di sisi lain Undang-undang Peradilan agama memperingatkan agar 
Peradilan Agama tidak menolak untuk memeriksa dan memutuskan perkara 
sedekar yang diajukan kepadanya dengan dalil bahwa hukum tidak atau 
kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutuskannya dengan cara 
menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 229 KHT). 
Dengan demikian para Hakim di lingkungan Peradilan Agama wajib 
memahami konsep- konsep shadaqah dalam Al-Quran, Al Hadist, literatur-
literatur fikih, dan praktek-praktek dalam konteks sedekah yang telah 
tersosialisasi di tengah-tengah masyarakat muslim sebagai acuan 
kontekstual nilai-nilai hukum yang hidup.
50
 
Sedekah dalam konteks kullu ma’rufin shadhaqatun mencakup sikap 
dan tindak tanduk setiap muslim dalam hubungannya dengan Tuhan, 
manusia dan lingkungan alam semesta.
51
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 Alfurqon. Hasbi. 125 Masalah Zakat. Solo: Tiga Serangkai, 2008.  
 Sumber energinya dapat berubah benda dan jasa yang diubah dan 
menjelma dalam bermacam- macam bentuk sedekah antara lain tsbih, 
takbir, tahmid, tahlil, amar maruf nahi munkar, zakat, hibah, wakaf. 
Penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf  Undang-undang Nomor 3 tahun 
2006, yang disebut shadaqah ialah perbuatan seseorang memberikan 
sesuatu kepada orang lain atau  lembaga/badan hukum secara spontasn dan 
sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap 
ridho Allah Subhanahu Wata'ala dan pahala semata. 
Orang-orang atau Lembaga Sosial atau sasaran yang berhak untuk 
memperoleh benda sedekah disyaratkan: harus ahlul khair wal muruat, dan 
sangat membutuhkan bantuan. Orang-orang atau pengurus Lembaga Sosial 
Islam yang berhak sedekah, harus mengikrarkan akad sedekahnya kepada 
mutashaddaq 'alaihi, baik secara lisan maupun tertulis.
52
 
Apabila unsur-unsur sedekah tersebut kurang, maka harus 
dinyatakan batal  demi hukum dan dianggap tidak pernah terjadi sedekah. 
Sebaliknya jika terdapat cacat hukum pada syarat-syarat yang melekat pada 
sedekah tersebut, maka sedekah harus dinyatakan tidak sah secara hukum.
53
 
3. Macam-Macam Sedekah 
a. Sedekah wajib 
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 Sedekah wajib yaitu, apabila sedekah tersebut diberikan kepada 
orang yang benar-benar membutuhkan sementara kita dalam keadaan 
mempunyai apa yang ia butuhkan. Misalnya saja kita mempunyai 
makanan sementara ada orang yang kelaparan, maka hukumnya 
wajib bagi kita untuk bersedekah. Selain itu hukum sedekah juga 
menjadi wajib ketika seseorang bernadzar untuk bersedekah. 
Hukum sedekah wajib juga, misalnya ketika kita bertemu dengan 
orang lain yang sedang kelaparan hingga dapat mengancam 
keselamatan jiwanya, sementara kita mempunyai makanan lebih dari 
apa yang ia perlukan saat itu. Selain itu, hukum sedekah juga 
menjadi wajib jika seseorang bernazar untuk bersedekah kepada 
seseorang, kelompok ataupun lembaga tertentu.
54
 
b. Sedekah sunnah 
Selain dari sedekah yang wajib (zakat dan kafarat), agama juga 
menganjurkan supaya bersedekah pada jalan Allah secukupnya 
apabila ada kepentingan-kepentingan yang memerlukan, baik pada 
hal-hal tertentu ataupun pada kemaslahatan umum. 
55
 
Firman Allah Swt.: 
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  َُهب ُۢ ُظ ِّمُك ِيف َِمبَاَُظ َعۡبَظ َۡتَمب َۢ َأ ٍتَّبَح َِمث ًَ َك ِ ََّّٱ ِمِيبَظ ِيف ُۡىَهن ََٰىَۡيأ ٌَ ُىِمفُُي ٍَ يِرَّنٱ َُمث َّي ُ ََّّٱَو  فتَّبَح َُتئْا ِّي فت
 ٌىِيهَع ٌعِظ ََٰو ُ ََّّٱَو ُۡۚٓءاََشي ٍ ًَ ِن ُفِع ََُٰعي١٦٢ 
٥٦
 
“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 
menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih 
yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah 
melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah 
Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.” (Al-Baqoroh:261) 
Dari ayat tersebut teranglah bahwa sedekah pada jalan Allah 
(kebaikan) itu akan mendapat ganjaran tujuh ratus kali dari harta yang di 
sedekahkan, bahkan Allah akan melipatgandakan dari itu bagi siapa yang di 
kehendaki-Nya. 
C. Pengemis dan Implimintasinya 
1.   Pengertian Pengemis 
 Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan 
meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan asalan untuk 
mengharap belas kasihan orang lain.Sedangkan gelandangan pengemis 
adalah seseorang yang hidup mengelandang dan sekaligus mengemis.
57
 
Pengemis kebanyakan adalah orang orang yang hidup 
mengelandang. Istilah gelandangan berasal dari kata gelandangan, yang 
artinya selalu berkeliaran atau tidak pernah mempunyai tempat kediaman 
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 tetap. Pada umumnya para gelandangan adalah kaum urban yang berasal 
dari desa dan mencoba nasib dan peruntungannya di kota, namun tidak 
didukung oleh tingkat pendidikan yang cukup, keahlian pengetahuan 
spesialisasi dan tidak mempunyai modal uang. Sebagai akibatnya, mereka 
bekerja serabutan dan tidak tetap, terutama di sektor informal.
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Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan 
dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan 
untuk mengharap belas kasihan orang lain.
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Weinberg menggambarkan bagaimana pengemis yang masuk dalam 
kategori orang miskin di perkotaan sering mengalami praktek diskriminasi 
dan pemberian stigma yang negatif.Dalam kaitannya dengan ini, Rubington 
& Weinberg menyebutkan bahwa pemberian stigma negatif justru 
menjauhkan orang pada kumpulan masyarakat pada umumnya. 
Pengemis pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu mereka 
yang masuk dalam kategori menggelandang dan mengemis untuk bertahan 
hidup, dan mereka yang menggelandang dan mengemis karena malas dalam 
bekerja. pengemis pada umumnya tidak memiliki kartu identitas karena 
takut atau malu   dikembalikan ke daerah asalnya, sementara pemerintah 
kota tidak mengakui dan tidak mentolerir warga kota yang tidak 
mempunyai kartu identitas. Sebagai akibatnya perkawinan dilakukan tanpa 
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 menggunakan aturan dari pemerintah, yang sering disebut dengan istilah 
kumpul kebo mengakibatkan anak-anak keturunan mereka menjadi  
generasi yang tidak jelas, karena tidak mempunyai akte kelahiran.Sebagai 
generasi yang frustasi karena putus hubungan dengan kerabatnya di desa.
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2. Dasar Hukum Larangan Pengemis 
Hukum haram/larangan memberi sedekah pengemis belakangan ini 
ramai diperbicangkan di media seperti yang diluncurkan Majelis Ulama 
Indonesia (MUI). 
Di Jakarta, MUI memberikan fatwa haram memberi sedekah kepada 
pengemis di jalan. dan memberikan untuk melarang masyarakat memberi 
sedekah pengemis. 
Fatwa MUI memang wajar dan saya membenarkan fatwa itu. 
Pasalnya, di Kota banyak pengemis “jadi-jadian” yang sebetulnya kaya dan 
memiliki jaringan pengemis meminta-minta beroperasi di jalan. 
Dengan situasi dan kondisi seperti ini, maka hukum memberikan 
sedekah pengemis itu haram. Inilah alasan hukum larangan memberi 
sedekah pengemis. 
Dengan kita memberi pengemis, justru pengemis akan semakin 
tumbuh berkembang dan menjadi profesi yang menjanjikan. Dalam keadaan 
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 ini, justru dampak yang dihasilkan adalah mudarat, bukan maslahat. Nah, 
jika sudah mudarat, maka hukumnya haram memberi pengemis. 
Jika kondisi memberi pengemis itu sudah mudarat, maka baik yang 
memberi maupun yang diberi hukumnya haram dan mendapatkan dosa. 
Kenapa mendapatkan dosa? Sebab, tindakan sedekah itu justru 
mendatangkan kemudaratan. 
a. Al-Qur‟an 
 َۡغأ ُمِهاَجۡنٱ ُُىُهبَعَۡحي ِضَۡزۡأَٱ ِيف اٗبۡسَظ ٌَ ىُعيَِطمَۡعي َلَ ِ ََّّٱ ِمِيبَظ ِيف ْاوُسِصُۡحأ ٍَ يِرَّنٱ ِءٓاََسُمفِۡهن َٓءَاِيُ
 َۡعي َلَ ُۡىه ًََٰ يِِعب ُىُهفِسَۡعت ِف فَعَّمنٱ ٍَ ِيَ َ ََّّٱ ٌَّ ِ َئف فسۡيَخ ٍۡ ِي ْاُىِمفُُت اَيَو 
 اٗفاَحِۡنإ َضاَُّنٱ ٌَ ُىه ٌىِيهَع ِۦِهب  
“(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di 
jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang 
tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri 
dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, 
mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja 
harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka 
Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui”61 
 
  ٞوُىهۡع َّي ّٞكَح ۡىِِهن ََٰىَۡيأ ِٓيف ٍَ يِرَّنٱَو١٤  ۡنٱَو ِِمٓئا َّعهِّن ِووُسۡح ًَ١٥  
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 “Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, 
Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai 
apa-apa (yang tidak mau meminta)” .62 
 
b. Hadist 
Dari „Abdullah bin „Umar, ia berkata bahwa Rasul shallallahu „alaihi 
wa sallam bersabda : 
 ُتَعْصُي ِهِهْجَو ِْيف َطَْين ِتَيَاِيمْنا َوَْىي َِيْتَأي  َّمَح َضاَُّنا َُلأَْعي ُمُج َّسنا ُلاََصي اَي  ٍىَْحن٦٣ 
 
Artinya: Jika seseorang meminta-minta (mengemis) pada manusia, 
pada hari kiamat ia tanpa memiliki sekerat daging diwajahnya. (HR. 
Bukhari) 
 
Meminta-minta pada hakikatnya sama saja dengan menghinakan diri 
sendiri. Terbiasa untuk meminta-minta akan membuat seseorang 
menjadi ketergantungan atau merasa selalu membutuhkan orang lain 
untuk memenuhi kebutuhannya. Terlebih jika seseorang itu meminta 
dengan cara memaksa bahkan hingga menyakiti orang yang diminta. 
c. Undang-Undang 
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 Selanjutnya didalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 
ditegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantardi pelihara oleh 
negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh 
rakyat dam memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak 
mampu sesuai dengan martabat kemanusia serta negara 
bertanggungjawab atas penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 
dan Fasilitas Pelayanan Umum yang layak. 
Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial dinyatakan bahwa penyelenggaraan sosial 
bertujuan meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan 
kelangsungan hidup, memulihkan fungsi sosial dalam rangka 
mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat 
dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan 
berkelanjutan, meningkatkan kualitas menajemen penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial. Di dalam Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan 
Gelandangan dan Pengemis ditegaskan bahwa gelandangan dan 
pengemis tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa indonesia 
yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, karena itu perlu 
diadakan usaha-usaha pembinaan yang bertujuan untuk memberikan 
rehabilitasi agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan dan 
penghidupan yang layak sebagai Warga Negara Republik Indonesia. 
 Terkait dengan perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 
4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dinyatakan bahwa anak 
adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya 
telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Agar setiap anak mampu 
memikul tanggung jawab tersebut maka perlu mendapat kesempatan 
yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar 
secara rohani, jasmani maupun social. 
 
3.  Implikasi Perbuatan Mengemis 
Di berbagai kota besar pengemis muncul biasanya karena mereka 
tidak bisa terserap disektor perekonomian firma kota, dengan bekal 
keterampilan yang serba terbatas dan lebih banyak dari mereka yang tidak 
memiliki keterampilan dan juga pendidikan yang rendah, serta tidak 
memiliki aset produksi sendiri, maka salah satu “pekerjaan” yang bisa 
mereka lakukan adalah dengan meminta-minta belas kasihan dari orang 
lain. Di kota Bandar Lampung, kehadiran pengemis memang dengan mudah 
bisa ditemui di jalan-jalan. Mereka  biasanya menengadahkan tangan pada 
setiap mobil dan kendaraan bermotor yang berhenti di lampu merah. Dalam 
kenyataan yang agak sulit membedakan antara pengemis dan pengamen, 
untuk menarik perhatian masyarakat agar berbelas kasihan kepada mereka, 
para pengemis memiliki berbagai macam cara yaitu sebagian pengemis 
memang mengemis dengan ala kadarnya, dengan menengadahkan tangan 
 atau bergumam tak jelas. Sebagian ada yang mengemis sambil memainkan 
alat musik kempyeng yang terbuat dari tutup botol yang dipipihkan. Bagi 
pengemis yang agak kreatif, mereka tak segan-segan memakai pakaian 
kumal khusus. 
Melihat fakta sosial ini, maka dapat disimpulkan kegiatan mengemis 
bukanlah kegiatan yang terdesak, namun menjadi sebuah kegiatan rutinitas 
dan lapangan kerja. Pengemis menggunakan berbagai macam cara untuk 
menarik iba masyarakat. pengemis dapat dibedakan menjadi empat macam, 
sesuai dengan lokasi dan tempat mereka mangkal. Pengemis yang biasanya 
beroperasi dan mangkal di berbagai perempatan jalan atau sekitar kawasan 
lampu merah, pengemis yang mangkal ditempat-tempat umum tertentu, 
seperti misalnya di plaza, terminal, pesar, pengemis yang beroperasi di 
tempat-tempat yang mempunyai nilai religius,pengemis yang biasa 
berkeliling rumah-rumah, keluar masuk kampung. Dari empat macam 
pengemis diatas yang termasuk pengemis yang melanggar ketertiban umum 
adalah pengemis yang beroperasi dan mangkal di berbagai perempatan 
lampu merah, pemberhentian sementara sepeda motor dan mobil. Kegiatan 
mengemis dengan meminta-minta di perempatan jalan yang akhirnya dapat 
mengganggu ketertiban umum itulah yang dilarang oleh Pemerintah Pusat 
maupun Pemerintah Kota Bandar Lampung dan pengemis yang dilarang 
dan terkena sanksi pidana yakni yang mengganggu ketertiban umum. 
4.   Komunitas Pengemis 
  Pengemis adalah salah satu kelompok yang terpinggirkan dari pe 
mbangunan, dan di sisi lain memiliki pola hidup yang berbeda dengan 
masyarakat secara umum. Mereka hidup terkonsentrasi di sentra-sentra 
kumuh di perkotaan. Sebagai kelompok marginal, pengemis tidak jauh dari 
berbagai stigma yang melekat pada masyarakat sekitarnya. Stigma ini 
mendeprisikan pengemis dengan citra yang negatif. Pengemis dipersepsikan 
sebagai orang yang merusak pemandangan dan ketertiban umum seperti 
kotor, sumber criminal, tanpa norma, tidak dapat dipercaya,tidak 
teratur,penipu, pencuri kecil-kecilan,malas, apatasi, bahkan disebut sebagai 
sampah masyarakat.
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Pandangan semacam ini mengisyaratkan bahwa pengemis, dianggap sulit 
memberikan sumbangsih yang berarti terhadap pembangunan kota karena 
mengganggu keharmonisan, keberlanjutan, penampilan, dan konstruksi 
masyarakat kota. Hal ini berarti bahwa pengemis, tidak hanya menghadapi 
kesulitan hidup  dalam konteks ekonomi, tetapi juga dalam konteks 
hubungan sosial budaya dengan masyarkat kota. Akibatnya komunitas 
pengemis harus berjuang menghadapi kesulitan ekonomi, sosial psikolog is 
dan budaya. Namun demikan, pengemis memiliki potensi dan kemampuan 
untuk tetap mempertahankan hidup dan memenuhi kebutuhan keluarganya. 
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 Indikasi ini menunjukkan bahwa pengemis mempunyai sejumlah sisi positif 
yang bisa dikembangkan lebih lanjut. 
5.   Lokasi 
 Pengemis di Kota Bandar Lampung merupakan pindahan dari 
daerah-daerah diantaranya dari Desa di berbagai Kabupaten di Provinsi 
Bandar Lampung. Banyaknya pengemis kedatangan dari daerah ke Kota 
Bandarlampung karena banyaknya penduduk, tingginya angka 
kemiuskinan, sehingga anak-anak yang sepatutnya sekolah malah pergi 
mengemis untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. 
 Di Kota Bandarlampung beberapa tempat dijadikan ladang bagi 
pengemis untuk mengeruk rezeki, dibeberapa pemberhentian lampu lalu 
lintas di Kota Bandar lampung.  
6.  Penghasilan Pengemis 
 Pengemis Merupakan Jenis pekerjaan yang dilakukan banyak orang 
yang latar pendidikannya sangat rendah dan termasuk sebagai orang orang 
miskin, berpakaian bolong-bolong dan sedikit kumuh merupakan cirri-
cirinya. 
 Kebanyakan pengemis bekerja lebih dari 8 jam perhari, sebagaian 
diantaranya lebih dari 11 jam perhari, setiap pengemis yang bekerja sebagai 
pengamen atau pengemis mereka bukan saja rawan diancam tetapi tertabrak 
kendaraan, tetapi acap kali juga rentan terhadap serangan penyakit akibat 
 cuaca yang tak bersahabat atau kondisi lingkungan yang bururk seperti 
tempat pembunagan sampah.  
 Banyak pertanyaan muncul, apakah pengemis dapat mencukupi 
kehidupan. Untuk menjawab ini penulis menanyakan beberapa pengemis, 
ada yang mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000 hingga Rp. 300.000 
perhari dengan hanya menadahkan tangan kepada warga.  
 Keunikan dari pengemis ini tidak mau jika mereka diajak makan 
untuk bersama sama, tetapi mereka hanya mau memilih untuk diberi 
uangnya saja atau dikasih fee.  Mereka merasa akan membuang waktu nika 
waktu untuk mengemis digunakan untuk makan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
BAB III 
PENYAJIAN DATA 
A. Pengertian Perda 
Sesuai dengan ketentuan undang-undang  No. 10 tahun 2004 tentang 
Peraturan Perundangan-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah 
(PERDA) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan 
perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan Kepala Daerah.
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Definisi lain tentang Perda berdasarkan ketentuan Undang-undang 
tentang Pemerintah Daerah I adalah Peraturan perundang-undangan yang 
dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan kepala 
Daerah baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Dalam ketentuan 
undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 
Pemda), Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah 
Propinsi/Kabupaten/Kota dn tugas pembantuan serta merupakan penjabaran 
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 lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan 
memperhatikan cirri khas masing-masing daerah.
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Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 10 Tahun 
2004 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan, materi dan 
muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan 
otonomi daerah dan tugas pemberitahuan dan menampung kondisi khusus 
daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang 
lebih tinggi. Rancangan Peraturan daerah dapat berasal dari Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati Walikota. 
Apabila dalam suatu kali masa siding Gubernur  atau Bupati/walikota dan 
DPRD menyampaikan rancangan Perda dengan Materi yang sama, maka 
yang dibahas adalah rancangan Perda dengan materi yang sama, maka yang 
dibahas adalah rancangan Perda yang di sampaikan DPRD, sedangkan 
rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati atau 
Walikota dipergunakan sebagai bahan peraturan.
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Peraturan daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuki 
bersama anatar DPRD dengan kepala daerah baik provinsi maupun 
Kabupaten/Kota. Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan 
otonomi daerah provinsi/Kabupaten/Kota dan Tugas pembantuan serta 
merupakanpenjabaran lebih lanjut dari peraturan peundang-undangan yang 
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 lebih tinggi dengan memperhatikan cirri khas masing-maasing daerah 
(Undang-undang Nomor 12 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah). 
Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-
undangan merupakan bagian dari pembangunan system hukum nasional. 
Peraturan daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh 
metodedan standar yang tepat sehingga memenuhi teknis pembentukan 
peraturan perundang-undangan ( Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). 
B. Landasan-Landasan Pembentukan Peraturan Daerah 
1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 
Pasal 1 ayat (1) 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah 
daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah 
tangganya sendiri harus diletakkan dalam kerangka negara kesatuan. Selain 
itu, berdasarkan pasal 18 UUD 1945 dibentuklah daerah otonom yang 
tujuannya adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna 
penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat, 
yang berbunyi sebagai berikut : 
a. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang 
tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah 
daerah yang diatur dengan undang-undang. 
 b. Pemerintah daerah provinsi,daerah kabupaten dan kota mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan. 
c. Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan 
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tuga 
pembantuan. 
d. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur 
dalam undang-undang. 
Agar  dapat berfungsi dan dicapai tujuan pembentukannya sesuai 
dengan pasal 18 UUD 1945 maka kepada daerah diberikan wewenang-
wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan rumah tangganya. Oleh 
karena itu, setiap pembentukan Daerah Otonom Tingkat I ataupun II harus 
selalu memperhatikan syarat-syarat kemampuan ekonomi,jumlah 
penduduk,luas daerah dalam pertanahan dan kemanan yang memungkinkan 
daerah otonom melaksanakan otonom yang nyata dan bertanggung  
jawab.
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Selanjutnya bahwa di dalam 18A UUD 1945, disebutkan bahwa 
hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah 
provinsi,kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, 
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 diatur sebagaimana mestinya oleh undang-undang dengan tetap 
memperhatikan keragaman daerah.  
C. Gambaran Isi Perda No 3 Tahun 2010 tentang Larangan Memberi 
Pengemis. 
Dalam rangka menjamin penyelenggaraan tertib pemerintahan dan 
pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan adanya hubungan yang serasi 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diletakkan dalam  
kerangka pelaksanaan otonomi daerah. Sehubungan dengan hal itu, maka 
pelaksanaan otonomi daerah diarahkan pada otonomi yang nyata dan 
bertanggung jawab agar dapat menjamin perkembangan dan pembangunan 
daerah. 
Pengertian daerah otonom sebagaimana ditegaskan dalam “ Pasal 1 
ayat (6) Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 
Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah yang berwenang mengurus dan mengatur urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan 
Republik Indonesia ”. 
Pemberian otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang 
bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, untuk 
meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah 
daerah setempat dalam pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan 
 pembangunan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka berbagai kewenangan serta 
pembiayaan kini dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Mulai saat itu 
pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk 
merencanakan, merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan 
dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 
setempat. 
Melalui pemberian otonomi, banyak daerah-daerah yang 
berkembang sangat  pesat terutama pada daerah perkotaan, tetapi juga tidak 
sedikit daerah yang mengalami banyak kesulitan dan tantangan 
pembangunan. Bagi daerah-daerah yang mengalami perkembangan pesat, 
ternyata juga menghadapi masalah dan tantangan, yaitu pertumbuhan 
jumlah penduduk yang pesat, sementara ketersediaan lahan pemukiman 
terbatas. Begitu juga pada daerah yang maju pesat, menjadi daya tarik bagi 
warga di daerah-daerah sekitarnya, sementara keterampilan mereka untuk 
mencari penghidupan di Kota sangat terbatas. 
Kondisi inilah yang pada akhirnya menyebabkan lahirnya masalah-
masalah perkotaan, antara lain kriminalitas, pengangguran, dan tumbuhnya 
pengemis. Persoalan-persoalan kota sebagaimana yang tergambarkan 
diatas, juga terjadi. 
Persoalan-persoalan kota sebagaimana yang tergambarkan di-atas,  
juga terjadi di Kota Bandar Lampung. Sejumlah warga Kota Bandar 
 Lampung menyayangkan pemerintah setempat belum melaksanakan 
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak 
Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. "Buktinya masih banyak pengemis 
berkeliaran di lampu merah. 
Keberadaan mereka sangat mengganggu dan mengkhawatirkan. Sehingga 
tidak jarang masyarakat yang mengungkapkan kegelisahannya pada aparat 
pemerintah yang seharusnya melaksanakan perda tersebut, sudah dipasang 
tentang perda tersebut yang dilengkapi gambar Wali Kota Bandarlampung 
Herman HN. "Di sana jelas tertulis larangan dan ancaman memberikan 
sesuatu kepada pengemis atau anak jalanan, tetapi masih banyak pengemis 
di sana. 
Semestinya, jika melarang pengguna jalan memberikan sesuatu, para 
pengemis dan anak jalanan tersebut dilakukan pembinaan agar tidak 
"beroperasi" lagi. "Umumnya pengendara memberikan sesuatu memang 
karena iba atau khawatir kendaraannya diganggu oleh mereka. Semestinya 
pemerintah menertibkan para pengemis dan anak jalanan tersebut," terlihat 
aksi dari aparat pemerintah untuk menertibkan dan mengeksekusi pelaku 
pelanggar perda tersebut. "Kita pengguna jalan serba salah. Ingin 
memberikan sesuatu terutama berupa uang kepada pengemis dan anak 
jalanan itu, namun larangan dalam perda jelas yakni ada ancaman hukuman 
penjara dan denda yang cukup besar. Karena itu, mereka pun meminta 
pemerintah setempat segera melakukan penertiban kepada anak jalanan dan 
 pengemis yang masih beroperasi di sejumlah pertigaan atau perempatan 
lampu merah. Pantauan di sejumlah lokasi yang kerap dijadikan tempat oleh 
para pengemis, pengamen dan anak jalanan untuk meminta-minta yakni di 
pertigaan Jalan Teuku Umar-A Rivai (arah RSUD Abdoel Moeloek), 
pertigaan Jalan Teuku Umar-Jalan Urip Sumoharjo, pertigaan Jalan Teuku 
Umar-ZA Pagaralam-Sultan Agung, perempatan Jalan Sultan Agung-Jalan 
Ki Maja. Ketika pagi hingga sore pengemisnya mayoritas lansia, sedangkan 
sore hingga malam hari anak-anak dan remaja.      
Sementara itu, di dalam Perda Kota Bandarlampung No. 03 Tahun 
2010, tertulis ketentuan larangan yakni Setiap orang pengemis dilarang 
mengemis, mengamen atau menggelandang di tempat umum dan jalanan. 
Kemudian, Setiap orang atau sekelompok orang dilarang melakukan 
kegiatan mengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti 
asuhan dan pengemis yang menggunakan alat bantu di tempat umum dan 
jalanan yang dapat mengancam keselamatannya, keamanan dan kelancaran 
penggunaan fasilitas umum.
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Bahwa meskipun ketentuan Pasal 34 Undang Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 1945 terlantar dipelihara oleh negara”, namun 
ketentuan pasal tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar atau alasan hukum 
untuk melakukan pembiaran maupun meniadakan tindakan tegas negara 
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 dalam menanggulangi masalah pengemis tersebut. Untuk menjaga 
ketertiban umum, membangun masyarakat Indonesia yang mandiri dan 
berbudi pekerti luhur serta memberikan rasa aman, tenteram bagi 
masyarakat luas, maka sangat beralasan apabila diperlukan upaya 
penanggulangan yang lebih serius terhadap permasalahan gelandangan dan 
pengemis ini mulai dari yang sifatnya preventif sampai dengan upaya-upaya 
yang sifatnya represif melalui penerapan atau fungsionalisasi Hukum 
Pidana, misalnya berupa pemberian sanksi pidana agar memberikan efek 
jera kepada gelandangan dan pengemis. 
Beberapa aturan hukum yang dapat dijadikan pedoman/landasan 
dalam rangka penanggulangan atau penanganan masalah gelandangan dan 
pengemis tersebut secara umum dan pada khususnya di Kota Bandar 
Lampung, termasuk yang didalamnya menegaskan dapat diterapkannya 
ketentuan Hukum Pidana adalah sebagai berikut : 
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 
2. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 
Sosial; 
3. Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 
4. Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1980 tentang 
Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. 
 Disamping peraturan perundang-undangan tersebut tersebut diatas 
ada pulaberupa peraturan kebijakan seperti misalnya Peraturan Kepala 
Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2007 tentang 
Penanganan pengemis. 
Aturan-aturan yang tegas dan sifatnya represif mengenai penanganan 
pengemis memang tetap diperlukan mengingat ketentuan tersebut dapat 
menghambat laju serta mempersempit ruang gerak gelandangan dan 
pengemis itu sendiri di masyarakat, disamping tetap pula harus 
dikedepankan upaya-upaya penanggulangan yang sifatnya preventif dan 
persuasif. Pemikiran seperti ini sangat berdasar mengingat kebijakan 
Hukum Pidana itu sendiri menegaskan adanya cara penal dan non penal 
dalam rangka penanggulangan kejahatan atau pelanggaran hukum di 
masyarakat.
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Secara umum dalam hukum positif Indonesia, kegiatan 
pergelandangan dan pengemisan tersebut ternyata dikualifikasikan sebagai 
suatu tindak pidana yaitu sebagai pelanggaran (overtredingen) di bidang 
ketertiban umum sebagaimana  diatur dalam ketentuan Pasal 504 dan 505 
KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana). 
Pasal 504 KUHP menegaskan sebagai berikut : 
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 1. Barang siapa mengemis ditempat umum, diancam, karena 
melakukan pengemisan, dengan pidana kurungan selama-lamanya 
enam minggu; 
2. Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang 
umurnya di atas enam belas tahun, diancam dengan kurungan paling 
lama tiga bulan.
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Selanjutnya, ketentuan Pasal 505 KUHP menegaskan sebagai 
berikut: 
1. Barang siapa bergelandangan tanpa pencaharian, diancam, karena 
melakukan pergelandangan, dengan pidana kurungan paling lama 
tiga bulan; 
2. Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang 
umurnya di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan 
paling lama enam bulan.
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Ini berarti kegiatan mengemis menurut hukum adalah dilarang dan 
merupakan suatu tindakan pidana yang patut dihukum. Sanski pidana secara 
umum untuk kegiatan menemis diatur dalam KUHP, namun Pemerintah 
Daerah (Perda) dapat pula menetapkan peraturan soal larangan tersebut. 
Secara subtansi, ketentuan hukum pidana bagi gelandangan dan 
pengemis tetap diperlukan dalam rangka menanggulangi permasalahan 
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 pengemis tetap di perlukan dalam rangka menanggulangi permasalahan 
pengemis di Kota Bandar Lampung. Ideal nya dengan adanya ketentuan 
Hukum Pidana tersebut sesuai dengan fungsi hukum sebagai sarana untuk 
mengarahkan dan mmembina masyarakat,
73
 maka hal tersebut sehrusnya 
dapat memepengaruhi pola perilaku masyarakat dan membuat masyarakat 
itu tidak memilih untuk melakukan kegiatan sebagai pengemis. 
D. Bentuk Larangan dan Sanksi Bagi Pemberi Pengemis 
Juga tertuang, setiap orang atau sekelompok orang tidak dibenarkan 
memberi uang dan atau barang kepada anak jalanan, gelandangan dan 
pengemis serta pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti 
asuhan dan pengemis yang menggunakan alat bantu yang berada di tempat 
umum dan jalanan. Sedangkan sanksi dalam perda tersebut yakni, pelaku 
akan dikenakan sanksi berupa pembinaan dengan cara interogasi, 
identifikasi serta membuat perjanjian yang mengikat agar mereka tidak 
melakukan kegiatan mengemis di tempat umum dan atau jalanan yang 
disaksikan oleh aparat dan atau petugas yang berwenang dan perjanjian 
dimaksud dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. 
Bagi gelandangan dan pengemis yang telah memperoleh pembinaan 
ternyata masih melakukan aktivitas mengemis akan diancam hukuman 
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, atau denda paling banyak Rp 
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 5.000.000,00 (Lima juta rupiah). Dan bagi mereka yang memberikan 
sesuatu, diancam sanksi berupa kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau 
denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah).
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E. Implementasi Perda No 3 Tahun 2010 tentang Larangan Memberi 
Pengemis 
Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia berarti pelaksana atau penerapan istilah implementasi biasanya di 
kaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan 
tertentu. Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa to implement 
the means for carryingout to give practical effect to Pengertian tersebut 
mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai 
sarana yang mendukung yang nantinya akan  menimbulkan dampak atau 
akibat terhadap sesuatu itu.
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Pengertian implementasi diatas apabila dikaitkan dengan kebijakan 
adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat 
dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan 
dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan 
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 harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau 
tujuan yang di inginkan. 
Sedangkan Peraturan Daerah sendiri ialah merupakan produk kompromis 
antara DPRD dan Kepala Daerah yang merupakan salah satu kewenangan 
dari pada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga 
Daerah. 
Beberapa permasalahan yang terjadi terkait pembangunan daerah 
Kota Bandar Lampung dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial yaitu 
dengan adanya keberadaan Pengemis,Anak jalanan dan Gelandangan. 
Maslah umum gelandangan dan pengemis pada hakikatnya erat kaitannya 
dengan masalah keamanan dan ketertiban. Dengan adanya perkembangan 
pengemis dan gelandangan maka akan berpeluang munculnya gangguan 
keamanan dan ketertiban umum dan salah satu penghambat terwujudnya 
Bandar Lampung sebagai kota aman dan nyaman. Sangat memprihatinkan, 
diantara mereka kebanyakan anak-anak sejak usia balita sampai usia 
sekolah. Banyak anak-anak yang mengalami keterlantaran karena ketidak 
mampuan orang tua untuk memenuhi kewajibannya atau memang mereka 
melalaikan kewajiaban sebagaimana mestinya. Mereka harus mengais 
rezeki dengan cara mengemis,mengamen,atau berjualan Koran. Masalah 
yang akan timbul yaitu keberadaan pengemis dan aktivitas-aktivitas yang 
mereka lakukan tersebut akan sangat dapat menganggu keamanan dan 
ketertiban khusunya bagi masyarakat pengguna jalan. 
 Ada tiga landasan yang menjadi dasar hukum pembuatan Peraturan 
Daerah, yaitu: pertama, landasan filosofis yaitu dasar filsafat atau 
pandangan atau ide yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan 
hasrat dan kebijaksanaan pemerintah ke dalam suatu rencana atau draft 
peraturan Negara (Pancasila). Kedua, landasan yuridis yaitu ketentuan 
hukum yang menjadi dasar hukum bagi pembuatan suatu peraturan 
(Undang-Undang Dasar 1945). Ketiga, landasan politis yaitu garis 
kebijakan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan-
kebijaksanaan dan pengarahan ketatalaksanaan Pemerintah Negara (Garis-
Garis Besar Haluan Negara). 
Perkembangan Kota Bandar Lampung yang berkembang dengan 
pesat, menjadikannya salah satu tempat tujuan para pengemis. Gejala ini 
tentu akan memiliki berbagai dampak, baik itu dampak positif maupun 
dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari gejala ini 
adalah semakin meningkatnya pengangguran, sempitnya lapangan 
pekerjaan, serta meningkatnya angka gelandangan dan pengemis. Hal ini 
menjadi pendorong Pemerintah Kota Bandar Lampung mengeluarkan 
sebuah kebijakan untuk mengatur ketertiban sosial tersebut berupa Perda 
No. 3 Tahun 2010 Tentang Larangan memberi pengemis Pemerintah Kota 
Bandar Lampung mengeluarkan sebuah kebijakan untuk mengatur 
ketertiban sosial tersebut berupa Perda No. 3 Tahun 2010 Tentang Larangan 
 memberi pengemis yang didalamnya mencakup tentang penertiban, 
pembinaan dan pelayanan terhadap gelandangan dan pengemis. 
 
 
 
 
F.   Dampak dari Penerapan PERDA No. 3 Tahun 2010 Tentang 
Larangan Memberi Sesuatu Pada Pengemis di Kota Bandar Lampung. 
 Peraturan daerah kota Bandar Lampung No 3 Tahun 2010 tentang 
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum telah berjalan selama 8 
Tahun. Awal diberlakukannya peraturan daerah ini pada saat masa 
sosialisasi masih terdapat pengemis dan pengendara yang memberi. Akan 
tetapi oleh Sat PolPP selaku penegak Perda, ditegur dengan ditunjukannya 
papan larangan memberi kepada pengemis di Lampu Merah.  
 Hasil pemberlakuan Perda setelah 8 tahun berjalan berdasarkan 
alasan yang pembentuknya adalah sebagai berikut:  
a. Untuk mewujudkan ketentraman, keamanan, dan ketertiban 
umum 
 Secara bertahap, tahun demi tahun Perda tersebut setelah ditaati 
masyarakat dengan baik, sehingga tidak ada lagi pengemis di Lampu 
Merah. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 3 tahun 2010 dinilai 
belum terlalu efektif oleh pemerintah, karena masih sedikit nya pengemis 
 yang berkeliaran di Lampu Merah dan di sekitar Bandar Lampung, tetapi 
sedikit demi sedikit pengemis sudah mulai berkurang. Sat PolPP terus 
melakukan razia penertiban setiap Minggu dengan cara menelurusi jalan di 
wilayah kota Bandar Lampung. Penerlusuran dilakukan untuk memastikan 
tidak ada lagi pengemis di sekitar Lampu merah dan Pasar. 
 
b.   Untuk Menghindari Kemacetan dan Kecelakaan  
 Dengan diberlakukannya Perda tentang penyelenggaraan 
ketentraman dan ketertiban umum, masyarakat tidak mengeluh lagi 
dengan keberadaan pengemis. Jika masih melihat pengemis beroperasi 
disekitar lampu merah pasti ada yang melaporkan pada Sat Polpp, 
sehingga akan segera ditertibkan. Selain itu, tidak ada kemacetan di 
lampu merah karena sudah tidak ada lagi pengemis yang beroperasi dan 
tidak ada lagi kecelakaan yang melibatkan pengendara dengan pengemis 
disekitar lampu merah sehingga keselamatan angtara pengendara dan 
pengemis terjaga.  
 Menurut pengamat penulis, secara umum di perempatan lampu 
merah dikota Bandar LAampung sekarang terlihat sudah tidak ada lagi 
pengemis yang meminta-minta. Akan tetapi, di beberapa titik 
perempatan jalan, terkadang masih terlihat pengemis di lampu merah 
dan beberapa pengendara yang memberinya uang sementara itu tidak 
ada Satpol PP yang melakukan penertiban. Dari hasil pengamatan, 
 pengemis tersebut satu diantaranya sudah tergolong bukan usia 
produktif lagi sedangkan dua lainnya masih berusia produktif, artinya 
pengemis tersebut masih sanggup untuk bekerja. 
 Salah satu pengendara yang memberikan sedekah kepada pengemis 
tersebut memberikan keterangan bahwa sebenrnya ia mengetahui 
sedekah kepada pengemis tersebut memberikan keterangan bahwa 
sebenernya ia mengetahui hal tersebut tidak diperbolehkan oleh 
peraturan daerah. Tetapi, tetap memberikan sedekah kepada pengemis 
tersebut karena merasa iba. 
Seharusnya dengan adanya kebijakan tersebut keberadaan pengemis 
paling tidak dapat ditertibkan dan meminalisir jumlah pengemis yang 
berkeliaran. Akan tetapi keberadaan pengemis ditengah-tengah masyarakat 
masih banyak dan bahkan semakin merajalela. Sebelumnya kita melihat 
mereka kebanyakan di persimpangan lampu merah, pasar,tetapi sekarang 
aksi mereka sudah sampai di tempat-tempat ibadah, rumah makan, bahkan 
ruko-ruko yang ada di sepanjang jalan. 
Berdasarkan observarsi  dari implementasi kebijakan belum 
terlaksana dengan maksimal. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya 
tidak tepat pada tujuan dan harapan yang diinginkan . Dapat dilihat bahwa 
tujuan dan harapan peraturan daerah ini adalah sebagai bentuk penanganan 
gelandangan dan pengemis dengan tindakan prefentif 
(pencegahan),represif,rehabilitatif, tidak terlaksananya dengan indikasi 
 masih banyaknya gelandangan dan pengemis yang berkeliaran ditempat-
tempat umum seperti persimpangan lampu merah, jembatan penyebrangan, 
pusat perbelanjaan dan lain-lain. 
 
 
 
BAB IV 
ANALISIS DATA 
 
A. Pelaksanaan Perda No 3 Tahun 2010 Tentang Larangan Memberi 
Pengemis 
Dalam Perda No 3 Tahun 2010 dijelaskan pada pasal 6 (3) bahwa 
Pelaksanaan usaha dilakukan oleh Dinas sosial dan/atau bekerjasama 
dengan instansi terkait serta unsur masyarakat, organisasi sosial dan 
organisasi kemasyrakatan. Oleh karenanya dalam pemenuhan hak-hak 
pengemis diperlukan adanya peran dari semua stakeholder baik lembaga 
pemerintah maupun non-pemerintah untuk menjalankan fungsi pemerintah 
secara bersama dan saling berinteraksi. Sebagaimana tercantum dalam 
naskah Program Nasional Bagi Anak Indonesia bahwa sebagai upaya 
pemenuhan hak-hak anak diperlukan adanya upaya mendorong semua 
tindakan yang menyangkut kepentingan anak, baik yang dilakukan  oleh 
lembaga pemerintah, lembaga peradilan, lembaga legislative maupun 
 masyarakat akan memberikan prioritas tinggi kepada pemenuhan dan 
perlindungan hak-hak anak, demi kepentingan terbaik anak Indonesia. 
Masing masing pihak saling bekerja sama sehingga tercapai sinergi antar 
pihak dalam pelaksanaan program pembangunan yang berkaitan dengan 
penanganan masalah-masalah anak. 
Masing-masing stakeholder tersebut memiliki peran yang sangat 
penting sesuai dengan tugas mereka dalam melaksankan penertiban anak 
jalanan dan pengemis. Tugas Satpol PP sebagaimana tertuang dalam 
Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tugas, 
Fungsi dan Tata Kerja Satpol PP mempunyai tugas pokok menegakkan 
peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman 
masyarakat dan pelindungan masyarakat. Salah satu tugas Satpol PP 
menyelenggarakan ketertiban umum dari segala macam gangguan, 
termasuk anak jalanan serta pengemis yang ada di tempat-tempat umum. 
Peran Satpol PP dalam hal ini sangat penting dalam pelaksanaan penertiban 
anak jalanan dan pengemis, penertiban dilakukan oleh Satpol PP setiap sore 
Setelah ditangkap anak-anak ini didata dan kemudian diserahkan kepada 
Dinas Sosial. 
Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2008 tentang 
Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung pasal 3 
dijelaskan bahwa tugas pokok dinas sosial yaitu melaksanakan urusan 
pemerintah daerah dibidang kesejahteraan sosial berdasarkan atas otonomi 
 dan tugas pembantuan. Anak jalanan dan pengemis merupakan salah satu 
masalah kesejahteraan sosial, dalam hal ini berperan sebagai lembaga 
swasta yang menampung anak-anak serta gepeng dari Dinas Sosial yang 
sudah sepatutnya harus dibina. 
Berdasarkan penjelasan diatas, telah dijelaskan bahwa tiap masing-
masing stakeholder terlibat dan memiliki peran yang sangat penting dalam 
menjalankan tugasnya. Oleh karena itu masing-masing pihak diharapkan 
mampu menciptakan interaksdi dan hubungan system kerjasama yang baik. 
Dengan adanya hubungan kerja sama yang baik antar pemerintah, swasta 
dan masyarakat maka akan tercipta pemerintah yang baik dan tujuan yang 
telah ditetapkan dapat dicapai. Sebagaimana dikatakan oleh Sedarmayanti 
bahwa good governance yang efektif  menuntut adanya kerja sama yang 
baik dan integritas, profosionalisme serta kerja dan moral yang tinggi. Kerja 
sama ini tentunya dibutuhkan komitmen semua pihak terkait, yaitu 
pemerintah, swasta, dan masyarakat. 
Permasalahan anak jalanan dan pengemis merupakan suatu 
permasalaan yang kompleks. Maka dari itu permasalahan ini perlu 
melibatkan banyak pemangku kepentingan (multistakeholders). Meskipun 
telah ada perturan daer4ah mengenai larangan mengemis, namun pada 
kenyataannya masih banyak ank jalanan dan pengemis di tempat-tempat 
umum di kota Bandar Lampung. Banyaknya  pemangku kepentingan 
 sehingga di perlukan kerja sama antar masing-masing pihak agar tercapai 
tujuan yang ingin dicapai. 
Pengemis yang berkeliaran dijalanan tidak semuanya dikategorikan 
orajg miskin. Karena pengemis-pengemis tersebut melakukan tindakan 
yang dihramkan oleh Islam yaitu meminta-minta. Mereka meminta-minta 
dengan berbagai faktor. Hanya sebagian kecil, yang memang keadaan 
mereka tidak memungkinkan hidup tanpa meminta-minta. Sedangkan 
pengemis lainnya, meminta-minta bukan karena keadaan darurat tetapi 
karena pekerjaan mereka meminta-minta. 
Kepala daerah dan atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah 
mempunyai wewenang untuk melarang pengemis baik yang dilakukan 
secara perorangan, kelompok dan atau disuruh orang lain untuk meminta-
minta di jalan-jalan umum atau simpang-simpang jalan yang dapat 
mengganggu ketertiban umum. Dalam ketentuan pengemis Peraturan 
daerah nomor 3 tahun 2010  untuk melaksanakan ketentuan tersebut perlu 
dilakukan dengan penertiban atau razia. Oleh karena itu, dalam Peraturan 
Daerah nomor 3 tahun 2010 terutama dalam hal penertiban pengemis dikota 
Bandar Lampung kegiatan penertiban dilakukan melalui kegiatan razia. 
Kegiatan razia tersebut bertujuan agar dapat meminimalisir 
keberadaan pengemis di Kota Bandar Lampung yang melakukan 
aktifitasnya di lampu merah, pasar, dan di ruko-ruko yangf dapat 
menganggu keamanan dan ketertiban umum khususnya bagi masyarakat 
 pengguna jalan yang dimana aktivitas tersebut merupakan pelanggaran 
peraturan daerah. Kegiatan razia dapat membantu mencegah agar 
pelenggaran tersebut tidak terus-terusan terjadi. Apabila tidak dilakukan 
razia maka para pengemis tersebut mempunyai ruang untuk terus menurus 
melakukan pelanggaran. Satpol PP sebagai instansi utama dalam kegiatan 
razia tersebut. 
Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Terutama dalam hal 
Penertiban dan Penanggulangan pengemis di Kota Bandar Lampung 
penanggulangan pengemis dapat dilakukan melalui pembinaan oleh 
pemerintah atau perorangan dan atau Badan Hukum. 
Pembinaan dilakukan melalui dua cara yaitu bagi pengemis yang berasal 
dari luar Bandar Lampung akan dipulangkan ke daerah asala mereka 
sedangkan bagi yang bersal dari Kota Bandar Lampung akan dibina oleh 
Dinas Kesejahteraan Sosial.dari hasil yang saya dapatkan bahwa 
berdasarkan informasi pihak instansi dalam pelaksanaan pemulangan 
pengemis atau gelandangan ke daerah asal mereka hingga saat ini masih 
ada yang kembali lagi ke Kota Bandar Lampung untuk melakukan 
aktivitas mengemis di jalan atau di pasar. 
B.   Pandangan Hukum Islam Tentang Larangan Memberi Pengemis 
Memberi memiliki arti yang sangat luas, sebagaimana telah 
dijabarkan dalam bab sebelumnya. Memberi di katakan memiliki arti yang 
sangat luas karena member mencakup se mua perbuatan baik. Agar tulisan 
 ini lebih focus kepada tujuan aslinya, maka definisi memberi harus 
dikembalikan kepada pengertian member yang dimaksud dalam perda ini, 
yaitu memberikan sejumlah peminta-minta. Dengan demikian, penulis 
hanya membahas memberi dalam arti sempit. 
Orang misikin adalah termasuk ke dalam salah satu golongan yang 
berhak menerima sedekah. Dan Islam berpandangan orang miskin bukanlah 
orang yang berkeliling meminta-minta belas kasihan orang lain. 
Meminta-minta hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat saja. 
Seperti meminta-mintanya orang yang kelaparan dan di khawatirkan 
akanmengakibtakan kematian atau meminta-mintanya orang yang tidak 
mempunyai pakaian untuk menutup auratnya. Juga meminta-mintanya 
orang yang sakit dan memerlukan obat. Meminta-minta disini pun tidak 
boleh dilakukan secara terus menerus. Ada batasan-batasannya. Dengan 
demikian meminta-minta tidak boleh dijadikan sebuah profesi atau pekerjan 
sehari-hari yang biasa dilakukan pengemis-pengemis dijalanan. 
Di dalam hal tesebut ada tiga macam orang yang dihalalkan meminta 
yaitu: pertama, orang yang menanggung hutang orang lain hingga ia dapat 
melunasi hutang tersebut. Kedua, orang yang mendapat musibah sehingga 
hutangnya habis diperbolekan meminta sampai ia memperoleh pendapatan 
tetap dari usahanya. Ketiga, ialah orang yang dinyatakan pailit setidaknya 
hal itu dinyatakan oleh tiga orang ahlinya hingga ia dapat memulai kembali 
usahanya dengan lancer. Selain dari ketiga macam orang di atas maka 
 meminta-minta itu haram dan memakan hasil dari meminta-minta pun akan 
menjadi haram. 
Hampir semua pengemis di Indonesia saat ini, tidak termasuk ke 
dalam kategori yang diperolehkan meminta-minta dikarenakan mereka 
tidak dalam keadaan darurat apa pun. Mengemis dijadikan sebuah profesi 
untuk menunjang kehidupan mereka. Terlebih lagi, beberapa pengemis 
membawa anak-anak kecik ketika mereka sedang beroperasi. Hal ini akan 
membawa dampak buruk bagi psikologi pertumbuhan anak tersebut. 
Dari segi fisik pun, pengemis-pengemis ini memliki jasmani yang 
kuat. Usia mereka pun banyak yang masih produktif. Dari sinilah kita 
mengetahui bahwa pengemis yang memiliki badan yang kuat dari tidak 
berhak menerima sedekah. Di kota besar seperti Bandar Lampung, banyak 
dari pengemis-pengemis tersebut terorganisir dalam sebuah kelompok dan 
memili pimpinan atau gembong. Yang mana kita ketahui, gembong-
gembong inilah yang akhirnya akan menerima harta sedekah. Tidak sedikit 
pula dari pengemis tersebut termasuk orang yang berkecukupan. Hanya 
saja, mereka tidak mau bekerja karena penghasilan mengemis pun sudah 
cukup membuat mereka kaya. 
Di dalam Al-Quraan, tidak ada ayat yang melarang memberi kepada 
pengemis. Bahkan sebaliknya, disebutkan agar umat manusia memberikan 
sedekahnya kepada yang berhak dan membutuhkan. Dalam surat Adz 
Dzariyaat ayat 19, berbunyi : 
  ِِهن ََٰىَۡيأ ِٓيفَو ِووُسۡح ًَ ۡنٱَو ِِمٓئا َّعهِّن ّٞكَح ۡى٢9  
Artinya : ”Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang 
meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” 
Terdapat hadist yang mengatakan pengemis itu harus diberi 
meskipun datang dengan mengendarai kuda, yaitu: 
 ِضََسف  َهَع َءاَج ٌْ ِإَو َِمئ ا َّعنا اُْىطَْعأ َلَال َىَّهَظَو ِهَْيهَع ُالله  َّهَص ِالله ُل ْىُظَز َلال   
٧٦
  
Artinya: Rasulullah SAW bersabda berilah peminta minta walaupun 
dia dating dengan menunggang kuda.(hadist riwayat Malik) 
Kita di perintahkan untuk memberikan sedekah kepada yang berhak. 
Sebaliknya, kita juga dilarang untuk menghamburkan harta kita secara 
boros. Dengan demikian, jika kita memebrikan sesuatu yang seharusnya 
menjadi hak milik orang lain maka hal tersebut termasuk ke dalam 
perbuatan mubadzir. 
Disebutkan dalam Surat Al Baqarah ayat 273 yang berbunyi : 
 ِمِيبَظ ِيف ْاوُسِصُۡحأ ٍَ يِرَّنٱ ِءٓاََسُمفِۡهن ٍَ ِي َٓءَاِيَُۡغأ ُمِهاَجۡنٱ ُُىُهبَعَۡحي ِضَۡزۡأَٱ ِيف اٗبۡسَظ ٌَ ىُعيَِطمَۡعي َلَ ِ ََّّٱ
 َۡعي َلَ ُۡىه ًََٰ يِِعب ُىُهفِسَۡعت ِف فَعَّمنٱَ ٌىِيهَع ِۦِهب َ ََّّٱ ٌَّ ِ َئف فسۡيَخ ٍۡ ِي ْاُىِمفُُت اَيَو 
 اٗفاَحِۡنإ َضاَُّنٱ ٌَ ُىه١٧٣  
Artinya: (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh 
jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang 
tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari 
minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka 
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 tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang 
baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah 
Maha Mengatahui. 
Dari ayat ini, kita juga diperintahkan memberikan sedekah kepada 
orang miskin yang memelihara diri dari sifat meminta-minta. Kita juga 
mengenal mereka dari sifat-sifatnya. Maka yang denikian itu lebih 
diutamakan menerima sedekah. Sedangkan pengemis-pengemis yang 
meminta-minta di jalanan tidak berusaha menjaga kehormatan diri mereka 
sendiri. Padahal Rasulullah memerintahkan umatnya untuk selalu menjaga 
kehormatan.  
Disinilah letak keistimewaan Islam yang sangat menunjung tinggi 
arti kemanusiaan. Manusia sebagai mahluk sosial tidak akan bisa hidup 
sendiri tanpa bantuan orang lain. Islam pun memerintahkan umatnya untuk 
saling tolong-menolong dalam kebaikan Firman Allah. 
Dari sini juga, kita memperoleh keagungan Islam. Islam 
memerintahkan umatnya untuk menolong orang lain. Jika kita mengetahui 
ada saudara kita membutuhkan pertolongan, maka kita wajib 
membantunnya meski saudara kita tidak meminta bantuan kepada kita. Dan 
sebaliknya, jika kita berada dalam kesusahan, kita wajib meminta 
pertolongan  hanya  kepada Allah SWT semata. Hendaklah kita menjaga 
diri  dari  sifat  meminta-minta  kepada  sesame  manusia. 
 Islam adalah yang fleksibel. Seiring perkembangan zaman, apabila 
terjadi masalah baru maka akan tejadi pada hukum yang baru. Tidak 
menutup kemungkinan, meski tidak ada teks yang menyebutkan untuk 
melarang memberi sedekah tetapi jika hal tersebut dapat menciptakan 
kemaslahata bagi banyak manusia maka hal ini dipandang boleh atau 
bahkan perlu agama Islam. Sesuai kaidah fiqih, yaitu : 
Menurut penulis, perda ini tidak bertentangan dengan syari‟at Islam. 
Perda ini pun tidak serta-merta melarang umat Islam untuk memberi 
sedekah secara keseluruhan atau universal. Hanya pada tempat-tempat 
tertentu saja. Yang sudah dapat dipastikan, di lokasi-lokasi inilah para 
pengemis professional beroperasi. 
Dengan adanya larang ini, harta sedekah tidak akan jatuh ketangan 
orang yang tidak berhak. Harta sedekah lebih baik disumbangkan kepada 
lembaga resmi yang khusus mengelola zakat, infaq maupun sedekah. 
Dengan begitu, akan lebuh banyak manfaat yang didapatkan jika sedekah 
dikelola dengan baik. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis lakukan pada 
bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Pelaksanaan perda di kota Bandar Lampung No 3 Tahun 2010 adalah  
masing-masing stakeholder tersebut memiliki peran yang sangat 
penting sesuai dengan tugas mereka dalam melaksankan penertiban 
anak jalanan dan pengemis. Tugas Satpol PP sebagaimana tertuang 
dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2013 
tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satpol PP mempunyai tugas 
pokok menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban 
umum, ketentraman masyarakat dan pelindungan masyarakat. Salah 
satu tuga Satpol PP menyelenggarakan ketertiban umum dari segala 
macam gangguan, termasuk anak jalanan serta pengemi8s yang ada di 
tempat-tempat umum. Permasalahan anak jalanan dan pengemis 
merupakan suatu permasalaan yang kompleks. Maka dari itu 
permasalahan ini perlu melibatkan banyak pemangku kepentingan 
 (multistakeholders). Meskipun telah ada perturan daer4ah mengenai 
larangan mengemis, namun pada kenyataannya masih banyak ank 
jalanan dan pengemis di tempat-tempat umum di kota Bandar 
Lampung. Banyaknya  pemangku kepentingan sehingga di perlukan 
kerja sama antar masing-masing pihak agar tercapai tujuan yang ingin 
dicapai. 
2. Pandangan hukum islam terhadap perda no 3 di Bandar Lampung 
yaitu Pandangan Islam tentang Perda ini yaitu Perda ini tidak secara 
totalitas melarang umat Islam member sedekah, hanya berlaku pada 
lokasi-lokasi tertentu saja. Yang mana, di lokasi-lokasi ini para 
pengemis professional menjalankan pekerjaannya. 
Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa larangan ini 
tidak bertentangan dengan syari‟at Islam karena pengemis-pengemis 
tersebut telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam 
yaitu, pengemis tersebut tidak berusaha menjaga kehornatan diri mereka 
dengan meminta-minta yang sudah jelas diharamkan oleh Rasul. Banyak 
juga dari pengemis-pengemis tersebut yang tidak berhak menerima 
pemberian sedekah karena Islam juga telah menetapkan siapa-siapa saja 
yang berhak menerima pemberian sedekah. Islam sendiri tidak 
memungkiri adanya aturan baru jika aturan tersebut demi kemaslahatan 
umatnya. Islam juga tidak memungkiri adanya perubahan hukum seiring 
perubahan zaman. 
 Penulis juga berpandangan, Perda ini sangat diperlukan. Baik 
bertujuan untuk menertibkan pengemis itu sendiri ataupun sekedar 
menyadarkan para pemberi sedekah, untuk tidak memanjakan para 
pengemis-pengemis tersebut dengan terus-menerus member sedekah. 
Perda ini juga berusaha memberikan pendidikan kepada para pemberi 
sedekah untuk ikut mendidik para pengemis agar penyakit sosial ini tidak 
semakin parah. Wallahu a‟lam. 
B. Saran 
Dengan adanya ini penulis akan memberi saran kepada berbagai pihak: 
1. Kepada Masyarakat 
Memberi sedekah lebih baik dibrerikan kepada orang yang 
berhakmenerimanya, lebih utama lagi jika kita ,mengenal  orang tersebut, 
baik kenal secara mendalam lewat kehidupan sehri-hari atau hanya sekedar 
tahu saja. Atau diberikan lewat lembaga resmi pemerintah maupun swasta 
yang memang bertugas mengelola zakat, infaq dan shadaqah. Memberi 
juga lebih baik tidak diberikan kepada sembarang orang, apalagi diberikan 
kepada orang yang jelas kita tahu, profesinya adalah peminta-minta. Selain 
melanggar aturan Perda ini, kita pun telah melanggar hak orang yang 
seharusnya lebih berhak menerima sedekah. 
2. Kepada Pemerintah 
 Dengan pemerintah mengesahkan Perda ini, maka pemerintah juga 
wajib mewujudkan hak-hak rakyatnya. Diantaranya, rakyat berhak 
mengenyam pendidikan dan mendapat pekerjaan yang layak untuk 
meningkatkan taraf  hidup mereka. Pemerintah juga berkewajiban 
memberikan pembekalan dengan mengadakan berbagai program-program 
pelatihan keterampilan secara cuma-Cuma tanpa dipungut biaya. Sesuai 
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1981 
Tentang Pelayanan Kesejahteraan Gelandangan dan Pengemis. Perlu 
adanya pengawasan lebih dari pemerintah. Tidak hanya sekedar tertera did 
lam Undang-Undang Dasar saja, bahwa para fakir miskin dan anak-anak 
terlantar dipelihara oleh Negara (pasal 34), tetapi perlu adanya tindak 
lanjut pemeliharaan yang dimaksud oleh undang-undang tersebut. Tindak 
lanjut inilah yang dirasakan masyarakat belum optimal. 
3. Kepada Lembaga swasta 
Perlu adanya kerjasama antar berbagai pihak. Peran lembaga 
swasta sangat diperlukan dalam hal ini, baik untuk membantu 
meringankan pemerintah, misalnya dengan membuat program-program 
pengentasan kemiskinan, program-program bakti sosial masyarakat, 
program-program pelatihan keterampilan ataupun hanya sekedar 
mengawasi kinerja pemerintah demi tercapainya tujuan Islam sebagai 
agama rahmatan lil a’lamiin dan tujuan Undang-Undang di Negara ini. 
  
 Daftar Pustaka 
 
Abdurrahman, Studi Kitab Hadist. (Yogyakarta, Teras, 2003). 
 
 Alfurqon. Hasbi. 125 Masalah Zakat.( Solo: Tiga Serangkai, 2008). 
 
Al Hafidh , Ibnu Hajar, Al Asqalani, Terjemah BULUGHUL MARAM Koleksi Hadis-
hadis Hukum, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto, (Jakarta: Pustaka Amani, 
1996). 
 
Arikunto, Suharsini, Prosedur Penelitian Suatau Pendekatan Praktek, Cet. 4, 
(Jakarta, Rineka Cipta, 2005). 
 
Ahmad, Maghfur, “Strategi Hidup Pengemis Dan Gelandangan (Gepeng)”, 
(Jurnal Ilmiah,  Stain Pekalongan Vol. 7 No. 2, 2010). 
 
Ash-Shidieqy, Hasby, Falsafah Hukum Islam,(Jakarta : Bulan Bintang, 1995). 
 
Az Zuhaili, Wahbah. Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu Juz Ii. Darul Fikr. 
(Damaskus. 1996). 
 
Bin Sulaiman Ar- Rabi, Khalid, Shodaqoh Memang Ajaib, (Solo, Wacana Ilmiah 
Press, 2006). 
Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, (Bandung: Diponegoro. 
2010). 
 
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 
Kedua Balai Pustaka, (Jakarta: 1997). 
 
El-Bantanie, M.Syafi‟I, Zakat, Infaq, Sadakah, Cet. I (Bandung, Salmadani, 
2009). 
 
Edi Suharto, Membangun Masyrakat, Mmberdayakan Rakyat, (Bandung : Pt. 
Refika  Aditama, 2009). 
 
 
Fadilah, Ubai, Analisis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Indonesia 
Menggunakan  Metode Fuzzy C-Mean Clustering Dan Biplot, Skripsi, 
(Jakarta: Program Studi Matematika  Fakultas Sains Dan Teknologi, Uin 
Sarif Hidayatullah, 2011). 
 
Hidayat, Syarif, Desentralisasi Untuk Pembangunan Daerah, (Jakarta: Peraturan 
Daerah, Edisi 14 Tahun Iv, 2006). 
 
 Huda, Miftachul, Pekerjaan Sosial Dan Kesejahteraan Sosial, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2009). 
 
Katsir, Ibnu, Tafsir Al Qur`An Al Azhim Juz Ii. (Darul Ma‟rifah. Beirut. Cetakan 
Iii. 1989). 
 
Matin, Abdul, Wawancara, Lamongan,  Tanggal 13 Oktober 2012. 
 
Mahasin, Ashab, Gelandangan (Pandangan Ilmuan Sosial), (Jakarta: Lp3es, 
1986).  
 
M Irfan, El-Firdausy,Dahsyatnya Sedekah Meraih Berkah Dari Sedekah, 
Yogyakarta. 
 
Manan, Bagir, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum U11, 
(Yogyakarta, 2011). 
 
Muslim Bi Syarhi An Nawawi, Sahih,  Juz Vii, Darul Fikr. Beirut. 1982. 
 
Moh. Mahfud, Md., Polotik Hukum Di Indonesia, Cet. Ke-1 (Jakarta: Lp3es, 
1998. 
Moeljatno, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Cet. Ke-30, Bumi 
Aksara, Jakarta.  
 
Nawawi Arief, Barda, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum 
Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Ed. I. Cet. Ke-3, Kencana, 
(Jakarta, 2010). 
 
Narbuko, Cholid, Dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta, Pt. Bumi 
Aksara, 2012).  
Nugroho, D Riant. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi. 
(Jakarta : Gramedi). 
 
Nasruddin dan Dewani Romli, Diskusi Implementasi Zakat, Al-„ Adalah  Jurnal 
Hukum Islam, (Fakultas Syari‟ah IAIN RIL, Vol X, No 1, Januari 2011) 
 
 
Otje Salman, Dan Anton F. Susanto, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum. Ed. Ke-2 
Cet. Ke-1,Alumni, (Bandung, 2004). 
 
Padulullah, Cholid, Mengenal Hukum ZIS (Zakat Infaq Dan Shadaqah) Dan 
Pengamalannya Di Dki Jakarta,( Jakarta, Badan Amil 
Zakat,Infaq/Shadaqah DKI). 
 
 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 3 Tahun 2010 Tentang Pemberian 
Kepada Pengemis. 
 
Qardhawi, Yusuf, Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan, (Bandung: 
Romaja Rosda Karya, 2010). 
 
Reza Pahlevi Dalimunthe, 100 Kesalahan Dalam Sedekah, (Jakarta: Qultum 
Media, 2010). 
 
 
Sayyid Sabiq, Fikh Sunnah 14, (Bandung, Pt Alma‟arif, 1987). 
 
Sabbid, Sayiq, Fiqh Sunnah. Penerjemah Nor Hasanudin Dkk. (Jakarta: Pena 
Pundi Aksara, 2016). 
 
Sabiq, Sayyid, Fikih Sunnah 3, (Bandung, Al-Ma‟arif,1990). 
 
Suharto, Edi, Kebijakan Sosisal Sebagai Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta, 
2011). 
 
Soekamto, Soerjono Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: (Rajawali Press, 2003). 
 
Suryabrata, Sumadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta, Pt. Raja Grafindo Persada, 
2013).  
 
Syarbini Amirullah. Sedekah Mahabisnis Dengan Allah. (Jakarta : Kultum Media 
2012) 
Tim Penyusun, Suplemen Enslikopedi Islam. (Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van 
Hoeve, 1996). 
  
Wjs. Poerwadarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 
1990). 
Wirawan Sarwono, Sarlit, Masalah-Masalah Kemaysarakatan Indonesia, 
(Jakarta: Sinar Harapan; 2005) 
. 
Zallum, Abdul Qadim, Al Amwal Fi Dawlalil Khilafah, Cetakan I, Beirut, Darul 
Ilmi Lil Malayin. 1983. 
 
 
(Http://Www.Lampungpost.Com/Aktual Diakses Pada Tanggal 28 Juni2018 
Pukul 14.00 Wib). 
 
Garis Kemiskinan Indonesia, 
Https://Www.Bps.Go.Id/Linktabledinamis/View/Id/112 Diakses Pada 
18/01/2018  Pukul 00.39. 
 
 Jurnal.Pemkot-Bandar-Lampung-Terus-Tertibkan-Anjal-Dan-Gepeng.Html 
(Diakses Pada Tanggal 8-11-2017) 
 
Http://Fakhumuntadzainuddinali.Blogspot.Co.Id/2009/05/Infaq-
Danshadaqah.Html (Diakses 13mei2018) 
 
